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Sebagai umat yang beriman, sudah
selayaknya kita terus menjaga kesabaran
untuk menapaki jejak dan langkah perjalanan
hidup agar tidak bergeser dari jalan lurus yang
diamanatkan oleh Allah SWT, Tuhan YME.
Paling tidak, kita pantas bersyukur atas
limpahan nikmat kesehatan sehingga dapat
bertemu kembali merajut tali silaturahim,
meski hanya melalui Buletin Etam, buletinnya
warga Perwakilan BPKP Kaltim tercinta.

Pertemuan kita kali ini terasa lebih
bermakna disaat BPKP Kaltim mulai
memperkenalkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. SPIP ibaratnya adalah imunisasi
bagi kekebalan tubuh organisasi. Bila
organisasi ingin hidup sehat, lakukan imunisasi
dengan mengimplementasikan SPIP. BPKP
sebagai dokter organisasi, yang dalam PP
60 Tahun 2008 diberi amanah sebagai
dokter keluarga jajaran eksekutif,
mempunyai kewajiban untuk mengimunisasi
organisasi pemerintah agar kebal / tercegah
dari kemungkinan terjadinya penyimpangan,
sekaligus menjaga kesehatan tubuh organisasi

Oleh karena itulah dalam edisi ketiga Buletin
Etam, terekam jejak BPKP selaku dokter
keluarga yang mulai disibukan untuk
melakukan imunisasi terhadap pasiennya.
Yang pasti BPKP terus memberikan
layanan terbaik dalam mengimunisasi
organisasi pemerintah agar selalu sehat dan
terhindar dari penyakit organisasi berupa
korupsi dan sebagainya.

Selamat bertugas dan mengabdi BPKP, berkarya
tiada henti.

Wass. Wr. Wbr.

H. Bambang Setiawan
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Sukses selalu kepada para Pengelola Buletin dan Selamat
atas terbitnya Buletin Online yang digagas oleh
Pusinfowas melalui : ftp://192.168.7.203/public/sharing/RI O/bit.html
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GUBERNUR KALT IM, AWANG FAROEK ISHAK
BERKUNJUNG KE BPKP KALTIM

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur,
Awang Faroek berkunjung ke Kantor
Perwakilan BPKP  Provinsi  untuk]
menghadiri  serangkaian acara di

lingkungan BPKP Provinsi Kaltim. Acara

tersebut antara lain Pembukaan Diklal
Pengelolaan Keuangan Daerah kerjasam
antara Badan Diklat Provins Kaltim,
Pusdiklatwas BPKP, dan Perwakilan
BPKP Kaltim|

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Awang
Faroek berkunjung ke Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Kaltim untuk menghadiri serangkaian
acara di lingkungan BPKP Provinsi Kaltim.
Acara tersebut antara lain Pembukaan Diklat
Pengelolaan Keuangan Daerah kerjasama
antara Badan Diklat  Provinsi  Kaltim,
Pusdiklatwas BPKP, dan Perwakilan BPKP
Kaltim,  Pemaparan  Kerjasama  Antara
Perwakilan BPKP Kaltim dan Pemprov Kaltim,
dan sekaligus Peresmian Musholla Al Amin
BPKP.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Pusdiklatwas
BPKP, Agus Wicaksono, Kepala Badiklat
Provinsi Kaltim, unsur SKPD di lingkungan
Pemprov Kaltim, peserta diklat, dan unsur
pegawai di lingkungan BPKP Kaltim.

Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
angkatan | akan diikuti oleh perwakilan dari
SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang
berjumlah 35 orang dengan fokus materi terkait
pada  pengelolaan  keuangan  daerah,
pengelolaan aset daerah, pengadaan barang
dan jasa, serta kegiatan terkait kebendaharaan
umum negara/ daerah.
Pada saat pemaparan kerjasama, Kepala
Perwakilan ~ BPKP, Bambang Setiawan
menjelaskan ragam aktivitas yang telah
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dilakukan BPKP dalam memberikan kontribusi
dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan

Good Governance di Provinsi Kalimantan Timur.
Berbagai aktivitas tersebut diselaraskan dalam
bentuk penugasan-penugasan seperti audit
keuangan, operasional, kinerja,  bimtek
penyusunan laporan keuangan, evaluasi
program, bantuan pada aparat penegak hukum,
bimbingan teknis terhadap BLUD dan BUMD,
serta penerapan aplikess SIMDA  untuk
penyelenggaraan manajemen keuangan di
SKPD.

Dalam  sambutannya, = Awang  Faroek
menjelaskan  bahwa  cita-citanya  dalam
membangun pemerintahan yang demokratis,
mampu menjalankan prinsip-prinsip  Good
Governance untuk memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat perlu disinergikan
dengan hubungan kerjasama yang produktif
seperti contohnya dengan BPKP. Diharapkan
BPKP mampu melaksanakan fungsinya dalam
mengawal  penyelenggaraan  pemerintah
daerah, khususnya di lingkungan Provinsi
Kalimantan Timur.

Selepas acara tersebut, Gubenur berkenan
meresmikan Musholla Al Amin BPKP serta
secara simbolis melakukan penanaman pohon
di lingkungan BPKP Provinsi Kaltim . (DK'09)
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CATATAN KEPALA PERWAKILAN

KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR KE PERWAKILAN

BPKP KALTIM

Tiga jam sejak jam 10.30 sampai dengan jam
13.30 merupakan waktu yang cukup lama bagi
suatu kunjungan kerja seorang Gubernur di
Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Suatu
kehormatan, kebahagiaan serta rasa bangga
menyelimuti hati sanubari seluruh karyawan
Perwakilan BPKP Kaltim, karena baru kali inilah
dalam sejarah keberadaan BPKP, seorang
Gubernur Kaltim yang juga seorang pejabat
negara berkenan menginjakan kakinya di Kantor
Perwakilan BPKP Kaltim, Kehadiran Gubernur
tersebut yang didampingi oleh jajaran kabinetnya
(para  pimpinan  Satuan
Kerja Perangkat Daerah
ISKPD) di  Lingkungan
Pemprov Kaltim tentu saja
bukan suatu kebetulan,
karena sebelumnya
didahului dengan adanya
undangan dari  Bapak
Bambang Setiawan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim.
Kesediaan Gubernur untuk
hadir memenuhi undangan
merupakan wujud nyata dari
telah terjalinnya hubungan kerja yang harmonis
diantara kedua pejabat pemerintahan yang juga
mencerminkan hubungan keselarasan kerja
diantara Pemprov Kaltim dengan BPKP.
Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Gubernur
di Perwakilan BPKP Kaltim adalah meresmikan
Diktat pengelolaan keuangan daerah bagi para
pegawai Pemprov Kaltim sebagai tindak lanjut
dari adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara
Kepala Badan Diktat Pemprov Kaltim, Kaper
BPKP Kaltim dan Kepala Pusdiklatwas BPKP.
Diklat ini dimaksudkan sebagai upaya Pemprov
Kaltim bekerjasama dengan BPKP untuk
meningkatkan kapasitas SDM Pemprov Kaltim
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dibidang pengelola keuangan daerah, sehingga
nantinya setelah melalui proses Diklat dapat
diperoleh output SDM yang kompeten dan

handal, mampu menyusun APBD,
menatausahakan APBD  sekaligus mampu
menyusun laporan  Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Pemprov Kaltim sesuai tuntutan
reformasi keuangan negara. Tertib pengelolaan
keuangan daerah yang diawaki oleh SDM yang
kompeten dan handal merupakan salah satu pra
kondisi terwujudnya tata kelola kepemerintahan
yang baik (good governance).
Peresmian

Diktat ~ini

juga dihadiri

oleh Bapak

Agus

Witjaksono,

Kepala

Pusdiklatwas BPKP yang khusus diundang oleh
Kepala Badan Diktat Pemprov Kaltim dan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim. Kerjasama ketiga
instansi di bidang pendidikan dan pelatihan SDM
tersebut nantinya tidak hanya terbatas pada
Dikiat pengelolaan keuangan daerah saja.
Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MoU,
kedepan paling tidak sekurangnya selama 3
tahun akan diselenggarakan Diktat sejenis
seperti Diklat pengelolaan SIMDA Barang Milik
Daerah (BMD), Diklat untuk para Bendaharawan,
Diklat pengadaan barang dan jasa untuk para
KPA dan PPTK dan Diktat lainnya. Dalam
kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP
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juga memaparkan kinerja BPKP selama ini
terkait dengan perannya mendorong terwujudnya
tata kelola kepemerintahan yang baik (good
governance) di lingkungan pemerintah daerah di
kalimantan Timur.
Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Timur
menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada BPKP yang keberadaan dan perannya
selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat dan pemerintah daerah. Kedepan
Gubernur meminta kepada Kepala Perwakilan
BPKP Kaltim agar kerjasama yang terjalin dalam
rangka mewujudkan good governance dapat
lebih ditingkatkan lagi.
Setelah meresmikan penyelenggaraan Diklat,
selanjutnya Gubernur didampingi oleh Kepala
Perwakilan BPKP dan Kapusdikiatwas BPKP
meresmikan pembangunan Mushola Al Amin
Perwakilan BPKP Kaltim ditandai dengan
penandatanganan prasasti. Seperti diketahui
bahwa mushola BPKP yang peletakan batu
pertamanya dilakukan oleh Kepala Perwakilan
BPKP Kaltim pada tanggal 7 Ramadhan 1430 H
tanggal 8 September 2008 yang lalu, telah
berhasil dibangun berkat komitmen umat muslim
dilingkungan Perwakilan BPKP Kaltim dan
seluruh kaum muslimin dilingkungan keluarga
besar BPKP seluruh Indonesia.
Disamping itu juga tidak kalah pentingnya
sumbangan dari kaum muslimin dilingkungan
pemerintah daerah dan badan usaha milik
negara di wilayah Kalimantan Timur. Selepas
peresmian, Gubernur berkenan melaksanakan
sholat dzuhur berjamaah di mushola Al Amin
Perwakilan BPKP Kaltim bersama seluruh tamu
undangan dan seluruh karyawan BPKP Kaltim.
Tidak lengkap kiranya acara Gubernur Kaltim bila
tidak diikuti dengan upaya menghijaukan
lingkungan Perwakilan BPKP Kaltim dengan
menanam pohon. Tepat di halaman depan
mushola Gubernur telah menanam pohon sawo
diikuti oleh Kepala Perwakilan BPKP dengan
menanam pohon advokat. Sangat diharapkan
dengan selalu dipelihara dan dipupuk, maka
kelak kedua pohon tersebut dapat tumbuh subur,
yang dapat mencerminkan hubungan kerja
Pemprov Kaltim dengan BPKP yang semakin
balk, Insya Allah, amin.
Mengomentari kunjungan kerjanya di Perwakilan
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BPKP Kaltim, Gubernur sempat menyampaikan
bahwa lingkungan KantorPerwakilan BPKP
Kaltim cukup bersih dan lingkungan terlihat hijau
dengan banyaknya tanaman. Tidak kalah
pentingnya Gubernur juga memberi komentar
bahwa pot bunga yang ada di depan podium aula
BPKP ternyata juga dicatat sebagai inventaris
sebagaimana terlihat dengan adanya label
barang inventaris, bukan main tertibnya BPKP.

Kegiatan penanam Pohon dan Peresmian
Mushola AIl-Amin oleh  Gubernur
Kalimantan Timur.
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BPKP Kaltim
Fasilitasi Bimtek PBJ
dan Sertifikasi Ahli
bagi Peningkatan
SDM Aparatur
Pemkab Tana Tidung

Guna mendukung kapabilitas dan kualitas
serta kepatuhan pada azas hukum yang
berlaku dalam hal perencanaan dan
pengadaan barang dan jasa, Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung melalui
I nspektorat menggelar kegiatan
bimbingan teknis pengadaan barang dan
jasa yang dirangkai dengan ujian
sertifikasi ahli pengadaan barang dan
jasa bagi 37 aparatur Pemerintah yang
meliputi dinas, badan, bagian dan
pegawai kecamatan di  lingkungan
Kabupaten Tana Tidung.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan Ibrahim
Adam menyatakan bahwa target dari
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
kompetensi aparatur pemerintah dalam hal
pengadaan barang dan jasa profesional dan
akuntabel untuk menjawab tantangan yang
semakin komplek. "Minimal peserta bimtek
mampu memahami serta mengaplikasikan
ketentuan dan tata cara pengadaan barang
dan jasa pemerintah dengan baik dan benar
sesuai dengan Keputusan Presiden nomor
80 tahun 2003 beserta perubahan-
perubahannya’ sambungnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang
pertemuan Hotel Harmonis Classic Kota
Tarakan tersebut dilaksanakan pada tanggal
8 Pebruari 2010 hingga 14 Pebruari 2010
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yang antara lain menyajikan materi
ketentuan umum pengadaan barang dan
jasa, pembuatan dokumen pengadaan, tata
cara evaluas penawaran, tata cara
pelaksanaan pemilihan dan lainnya’,
sambung Ibrahim Adam dalam laporannya.
Kepala Perwakilan BPKP dalam pesan
singkathya menyatakan bahwa tujuan
kegiatan ini adalah dalam rangka untuk
mendidik dan membekali pegawai agar
faham dan memiliki pengetahuan |ebih
dalam mel aksanakan tugas dan
kewgibannya, khususnya dalam hal
pengadaan barang dan jasa. Beliau juga
mengharapkan agar peserta bimtek dalam
prakteknya agar benar-benar mamahami
mana yang boleh dan mana yang tidak
sesuai dengan Kepres nomor 80/2003.
Beliau menambahkan bahwa," hanya
pegawal yang benar-benar faham tentang
aturan main dalam pengadaan barang dan
jasa sgalah yang dalam melaui ujian
sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa
tersebut dengan baik dan mulus'.
Kepada para peserta yang rata-rata adalah
generasi muda, Bambang Setiawan sekilas
menjelaskan fungsi dan peran dari BPKP
secara umum.Bupati KTT Undunsyah yang
baru dilantik tanggal 18 Januari 2010
menyatakan bahwa pada hakekatnya dalam
setiap penyel enggaraan kegiatan
pemerintah daerah senantiasa melekat
konsekuensi keuangan, pembiayaan dan
kebutuhan akan tersedianya material,
barang yang siap untuk digunakan dan
manakala dibutuhkan efektifitas penataan
administras keuangan daerah dan efisiens
penggunaan anggarannya serta terciptanya
tertib pengel olaan barang daerah yang turut
menentukan hasil guna dan daya tingkat
aguna penyelenggaraan pemerintah daerah.
Untuk mewujudkan harapan ini diperlukan
aparatur yang memiliki pengetahuan dan
ketrampilan ~ khusus dalam  bidang
pengadaan barang dan jasa. Relevansinya
SDM Aparat PNS dalam mencapai
profesionalisme dalam bidang tugas diatas
perlu dilaksanakan pembinaan, salah
satunya melalui  bimbingan  teknis
pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang mengarah pada  peningkatan
keterampilan dan pengetahuan aparatur
dalam pengadadsan barang dan jasa
sehingga secara nyata
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mampu melakukan tugas-
tugas pengadaan barang
dan jasa. Dalam
kesempatan tersebut
Bupati juga mengajak
kepada seluruh peserta
untuk turut ambil bagian

dan menyukseskan
program-program

pembangunan bumi
upuntaka yang sejahtera
dan berkeadilan.
Mengakhiri kata
sambutannya bupati KTT
Undunsyah juga
memberikan ilustrasi
kepada para peserta,
bahwa nantinya peserta
bimtek dalam

implemantasinya
diharapkan bisa menjadi

wasit, bukan pemain, dan
bukan pula wasit
merangkap pemain. Jika
hal ini terjadi maka dokter
mangjemen (BPKP) pasti
akan datang untuk
mendiagnosa gegjda
tersebut.

"Sepanjang tidak menjadi
wasit dan peman Kkita
pasti akan terhidar dari
fitnah, jangan  takut
menghadap tantangan,
selaulah  berkomunikasi
dengan atasan dan jangan
mengambil keputusan
tanpa berkomunikasi
sesuai  dengan prosedur
yang berlaku”, tegasnya
Usai pembukaan, acara
dilanjutkan dengan

penyematan tanda peserta
yang dilakukan  oleh
Kepala Perwakilan BPKP

dan Narasumber/
widyaswara dari
Pusdiklaswas BPKP

Fathuddin, SE, Ak
Sebelum acara ditutup

dilakukan pula
penandatangan nota
kesepahaman antara

Pemkab KTT dan
Perwakilan BPKP Kaltim
tentang pengelolaan
keuangan daerah serta
penandatanganan nota
kesepakatan antara
Inspektorat KTT, BPKP
Katim dan Pusdiklatwas
tentang penyelenggaraan
diklat-diklat substansi.

ROADSHOW TIM SPIP PERWAKILAN

BPKP PROV. KALTIM

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Siap

Implementasikan SPIP.

Bertempat di Balai Pertemuan
Batiwakkal Rumah Dinas Bupati
Berau Tanjung Redeb pada tanggal
13 Januari 2010 telah dilakukan
Sosialisasi SPIP oleh Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Pada pembukaan acara Bupati
Berau Drs. H. Mahkmur HAPK, MM

menyatakan “Kami segera
membentuk Satgas SPIP
dengan Setda sebagai
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Koordinator/Ketua Satgas SPIP
Selanjutnya akan segera pula
menyusun draft Peraturan
Bupati tentang SPIP dalam
rangka implementasi SPIP di
Pemda Berau, serta akan
mengadakan pelatihan dengan
melibatkan seluruh SKPD yang
akan meminta bantuan BPKP

sebagai narasumber”.
Sementara itu Kepala Perwakilan
Bambang Setiawan dalam
sambutannya menjelaskan alur

terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008
Adanya paket Undang-undang
Keuangan Negara yang terdiri dari
Undang-Undang Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara beserta
turunannya merupakan langkah
Halaman 9



awal adanya perubahan mendasar

dalam sistem pengelolaan
keuangan. Di dalam undang-
undang keuangan negara

menyebutkan bahwa Pemeritah
mempunyai kewajiban untuk
menyusun laporan keuangan.
Laporan keuangan ini akan diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).
Sampai saat ini masih banyak
laporan keuangan Pemerintah

Daerah terutama di Kaltim yang
opininya masih kurang baik, yaitu
disclaimer  (tidak memberikan
pendapat) dan adverse (tidak
wajar). "Kita semua berharap agar

ke  depannya opini laporan
keuangan Pemerintah Daerah
dapat ditingkatkan paling tidak
menjadi wajar dengan
pengecualian, bahkan menjadi

Wajar Tanpa Pengecualian”, ujar
Bambang Setiawan.
Hal yang saat ini masih banyak
menjadi kendala Pemerintah
Daerah dalam penyusunan laporan
keuangan adalah aset, karena
masih banyak Pemda yang
pencatatan asetnya masih belum
tertib. Untuk itu perlu perbaikan
sistem pencatatan aset, dan BPKP
mempunyai produk untuk
perbaikan hal ini, yaitu SIMDA dan
BMD. Selain itu hal lain yang
menyebabkan opini BPK kurang
baik adalah masih lemahnya
sistem pengendalian intern yang
diterapkan oleh Pemerintah
Daerah. Sistem pengendalian
intern ini sangat penting. PP Nomor
60 Tahun 2008 mengamanatkan
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kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga, gubernur, bupati,
walikota wajib menyelenggarakan
Sitem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP). Dalam PP 60
tahun 2008 juga disebutkan BPKP
diberi amanah sebagai Pembina
SPIP.

"Tugas dan fungsi Pemerintah kita
dewasa ini mendapat sorotan dan
perhatian dari seluruh Ilapisan
masyarakat. Indikasi praktek KKN
yang dilakukan oleh oknum-oknum
aparatur pemerintah
penyelenggara Negara semakin
sering terekspos di berbagai media
cetak dan elektronika dengan
berbagai modus operandinya. Hal
ini terjadi sebagian besar karena
adanya kesempatan untuk berbuat,
situasi dan system yang memberi
peluang dan mendukung dan lagi
mekanisme pengendalian internal
yang belum berfungsi dengan baik
dan efektif”, demikian dikatakan
oleh Bupati Berau . H. Mahkmur
HAPK, MM.
"Tidak kalah pentingnya adalah
agar seluruh Pimpinan SKPD / unit
kerja mampu menjalankan system
pengendalian intern secara total
pada semua lini organisasi atau
mengontrol semua pelaksanaan
tugas dan kegiatan seluruh stafnya
serta menganalisa hasilnya agar
memudahkan dalam pengambilan
kebijakan  selanjutnya”, lanjut
Bupati.

Acara sosoalisasi disampaikan oleh
Michael Rolandi Cesnanta Brata
yang merupakan Ketua Satgas
SPIP di Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim dipandu oleh Joni Surbakti
sebagai moderator. Pada sesi
tanya jawab tercatat beberapa
penanya yang pada intinya adalah
meminta kepada BPKP Prov. Kaltim
untuk selalu mendampingi dalam
proses implementasi SPIP di
Kabupaten Berau. (Humas - Kukuh
Haryoko- Chrisnanto Suko )
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Pemkot Tarakan lakukan Sosialisasi SPIP

Hari kamis, tanggal 14 Januari 2010
bertempat di ruang pertemuan Walikota
Tarakan yang dihadiri oleh Seluruh
Kepala SKPD termasuk Jgjaran PDAM
Kota Tarakan dilakukan sosialisasi SPIP.
Hadir dalam kesempatan tersebut
Walikota Tarakan H. Udin Hianggio dan
Setkot H. Badrun dan Kepala BPKP
Prov. Kalimantan Timur H. Bambang
Setiawan.

“Lemahnya sistem pengendalian intern
merupakan penyebab kegagalan
pemerintah daerah dalam memperoleh
Status WTP”, demikian dikatakan oleh
Kepala BPKP Prov. Kaltim Bambang
Setiawan  ketika ~mengawali  kata
sambutannya pada acara sosiaisas
SPIP. Untuk itu acara ini merupakan
langkah awal untuk  memberikan
kepahaman bagaimana membangun dan
menerapkan SPIP di Pemerintah Kota
Tarakan, sehingga penguatan sistem
pengendalian intern  semakin  hari
semakin meningkat.
Lebih lanjut beliau juga menyatakan
bahwa selama ini apa yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Tarakan
bukannya tidak ber-SPIP, namun dalam
pelaksanaannya  kemungkinan  besar
belum terdokumentas atau belum
terstruktur sebagaimana diamanatkan PP
Nomor 60 Tahun 2008.
Dalam awal presentasainya Michael
Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan
secara detail apa yang dimaksud dengan
SPI. “SPl adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk
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memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisass melalui
kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab | Ps. 1 butir 1),
Sedangkan SPIP  adalah  sistem
pengendalian intern  (SPl)  yang
diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Komitmen  dari Kepala Daerah

merupakan kunci suksesnya
implementasi SPIP di daerah”, demikian
disampaikan oleh Michael

Rolandi,dalam kesempatan Sosialisas
SPIP di Kota Tarakan pada sesi tanya
jawab.

Di Kota Tarakan komitmen Kepaa
Daerah  diwujudkan dengan telah
dibentuknya Satgas SPIP yang diketual
oleh Sekretaris Kota, H. Badrun. Hal
tersebut mendapatkan apresias yang
besar dari Kepala Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim Bambang Setiawan yang
disampaikan pada saat memberikan
sambutan.

“Prestas demi prestasi diraih oleh
Pemkot Tarakan hal ini menunjukkan
bahwa kinerja Pemkot Tarakan semakin
hari semakin membaik. Hal ini tak lepas
dari bantuan dan bimbingan teknis yang
diberikan oleh BPKP Prov. Kaltim
dengan menempatkan Pegawainya di
Pemkot Tarakan”, demikian
disampaikan oleh Walikota Tarakan H.
Udin Hianggio.
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Tak kalah pentingnya adalah bagaimana
memulai membangun SPIP. Untuk itu
dalam presentasinya tim Satgas BPKP
Kaltim yang diwakili oleh Joni Surbakti
menjelaskan mengenai langkah
pengembangan SPIP di daerah, yaitu
dimulai dengan:

Knowing
Mapping
Norming
Forming
Performing

auabh wWNH

Dalam sambutan akhirnya Walikota
Tarakan meminta kepada
Inspektorat Wilayah Kota Tarakan
agar secepatnya merencanakan
pelaksanaan Diklat sebagai wujud
dari keseriusan Pemkot Tarakan
dalam penerapan SPIP. Beliau juga
mengharapkan agar BPKP Kaltim
memberkan dukungan penuh
dalam hal penerapan aturan yang
berkaitan  dengan pengelolaan
keuangan. Daerah.
(humas - lutfi budiarto)

Kepala Perwakilan BPKP Kaltim
Memfasilitasi Pertemuan Tiga Kepala Daerah
Mengupayakan penyelesaian hutang PDAM

Bambang Setiawan, Kepala Perwakilan
BPKP Kalimantan Timur telah
memfasilitasi pertemuan antara Bupati
Bulungan, Bupati Nunukan dan
Walikota Tarakan untuk
mengupayakan dicapainya kesepakatan
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bersama dan membangun komitmen
diantara tiga Kepala Daerah dalam
menyelesaikan hutang komersil jangka
panjang rekening  Pembangunan
Daerah Departemen Keuangan yang
menjadi beban PDAM Bulungan.
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Sebagaimana diketahui, berdasarkan
Surat  Perjanjian  Nomor  RDA-
280/DP3/1997 tanggal 14 Me 1997,
PDAM Bulungan pernah berhutang
kepada Pemerintah Cqg Departemen

Keuangan yang sampai Saat ini
jumlahnya telah mencapai lebih dari Rp.
14 Milyar, terdiri dari hutang pokok,
masa tenggang yang dikapitalisas dan
bunga hutang non pokok. Hutang
komersiil sejumlah tersebut saat itu telah
digunakan oleh PDAM Bulungan untuk

melakukan investas  pembangunan
sarana dan prasarana air bersih
diwilayah Kabupaten Bulungan,

termasuk di Tarakan dan Nunukan.
Dalam perkembangan waktu seiring
dengan pemekaran daerah Nunukan
menjadi pemerintah kabupaten dan
Tarakan menjadi pemerintah  kota,
timbulah permasalahan, siapakah yang
mempunyai kewajiban untuk
menyelesaikan  pembayaran  hutang
PDAM tersebut diatas. Disatu Sis
diantara ketiga pemerintah daerah belum
mencapal  kesepakatan tentang hak dan
kewgjiban terkait dengan hutang
komersiil tersebut, sementara disisi lain
bunga pinjaman dan denda yang terkait
dengan pinjaman dari bulan demi bulan
terus bertambah bila tidak kunjung
diselesaikan, yang tentunya akan sangat
memberatkan bagi ketiga pemerintah
daerah.Menyadari adanya kendala yang
dihadapi ketiga pemerintah daerah
tersebut, maka K epala Perwakilan BPKP

Katim berinisiatif untuk
mensosialisasikan kebijakan pemerintah
sekaligus mempertemukan dan
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mendorong para Bupati dan Walikota
agar segera menyelesaikan kewajiban
hutangnya. Kebijakan pemerintah yang
tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008
tanggal 19 Agustus 2008 antara lain
mengatur bahwa pemerintah Cq Menteri
Keuangan dapat memberikan
kelonggaran untuk menghapus
kewgjiban hutang non pokok apabila
PDAM dapat memenuhi beberapa
persyaratan administratif dan teknis
sebagaimana diatur dalam ketentuan
tersebut. Disamping persyaratan
administrass yang harus dipenuhi,
PDAM juga diwagjibkan memenunhi
persyaratan teknis yang terkait dengan
kewajiban pemerintah daerah Cq PDAM
untuk kedepan mengembangkan
pelayanan publik melalui  program
corporat plan yang berpihak kepada
peningkatan pelayanan umum. Hasil
pertemuan telah menyepakati bahwa
ketiga pemerintah daerah Cq PDAM
akan segera memproses penyelesaian
hutang PDAM dengan memanfaatkan
kebijakan  pemerintah  sebagaimana
tertuang dalam Permenkeu. Disamping
itu juga telah diputuskan tentang
pembagian porsi kewagjiban beban
hutang yang harus ditanggung oleh
masing-masing pemerintah daerah serta
permintaan kepada BPKP untuk dapat
memfasilitas proses pemenuhan
persyaratan teknis yang harus disiapkan
dan dilaksanakan oleh PDAM sekaligus
membantu proses pengajuan
penghapusan hutang PDAM kepada
pemerintah Cq Menteri keuangan. Hal
ini diputuskan mengingat BPKP sendiri
telah berhasil memfasilitass proses
penghapusan hutang yang menjadi
kewgjiban Pemerintah Kota Samarinda
Cg PDAM Kota Samarinda beberapa
waktu yang lalu.

(Humas-BPKP Kaltim - Sulasmono)
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SOSIALISASI SPIP di KABUPATEN

MALINAU

Bertempat di ruang Laga Fratu
Kantor Bupati dilaksanakan
sosialisasi PP nomo 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP). Acara
dibuka secara simbolis oleh Bupati
Malinau DR. Drs. Marthin Billa, MM
dan dihadiri seluruh unsur

pimpinan di lingkungan Pemkab
Malinau.

Dalam kesempatan itu, Bupati
Marthin Bila mengungkapkan,
sosialisasi PP nomor 60 Tahun
2008 tentang SPIP ini sangat
penting untuk dilaksanakan agar
seluruh aparat di Kabupaten
Malinau memahami apa vyang
dimaksud dengan SPIP. Sistem
Pengendalian Intern yakni proses
vang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh Pimpinan dan
seluruh pegawai. Terutama dalam
memberikan keyakinan yang
memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-
undangan yang dilakukan secara
menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Hal ini dilakukan untuk
memperoleh keyakinan yang
memadai, pengelolaan keuangan
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sudah berjalan efektif dan efisien,
sehingga memenuhi kriteria good
governance. Untuk mencapai
pengelolaan keuangan yang efektif
dan efisien, Bupati memerintahkan
kepada seluruh aparat pemerintah
di Malinau agar menyelenggarakan
pengelolaan keuangan sesuai
dengan SPIP.
Dalam kesempatan itu Marthin Billa
menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Perwakilan BPKP
Prov. Kalimantan Timur yang
selama ini  telah membantu
pemkab Malinau dalam mengawasi
sekaligus membimbing para SKPD
di lingkungan Kabupaten Malinau.
Terbukti dengan adanya
penghargaan panji keberhasilan
pengelolaan APBD yang diberikan
langsung oleh Gubernur Kaltim
kepada Kabupaten Malinau.
Bupati mengharapkan agar BPKP
tidak merasa bosan untuk selalu
membimbing dan mengawasi
Pemkab Malinau agar berbagai
program dan kegiatan dapat
berjalan dengan baik tanpa ada
permasalahan yang dapat
merugikan Pemkab Malinau sendiri.
Dalam sambutannya Kepala
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
mengucapkan selamat kepada
Bupati Malinau atas diraihnya
beberapa penghargaan dan panji-
panji yang diserahkan Gubernur
Kaltim. BPKP hadir sama seperti
halnya tugas seorang dokter. Bisa
dikatakan BPKP merupakan
“Dokter Manajemen” yang
berusaha agar pasiennya
(organisasi) sehat selalu dan
memudahkan pasien untuk
mengidentifikasi secar dini gejala-
gejala yang sedang dihadapinya .

Untuk itu diharapkan melalui
sosialisasi ini para peserta
mendapatkan kepahaman atas
pentingnya SPIP, sehingga

kedepan Pemkab Malinau dapat
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menunjukkan hasil kinerja yang
baik tanpa ada satupun

Bertempat di Ruang Rapat Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
pada tanggal 12 Januari 2010
dilakukan diskusi panel mengenai
penerapan PPK-BLUD di RSUD Abdul
Rivai. Acara dibuka secara resmi oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
Ibnu Sina Asyari dan diikuti oleh
seluruh pimpinan maupun perwakilan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemdkab Berau.

Tujuan diskusi panel ini adalah
menyamakan persepsi tentang
persyaratan penerapan PPK-BLUD

antara pelaksana/RSUD dengan tim
penilai BLUD dan pembekalan
terhadap tim penilai BLUD mengenai
indikator dan tata cara penilaian
penetapan PPK-BLUD Kepala BPKP
Kaltim Bambang Setiawan
mengatakan dalam sambutannya,
“sebelum membentuk BLUD, rumah
sakit harus mengajukan ke Pemerintah
apabila memerlukan peningkatan
fasilitas maupun layanan kepada
pasien. Untuk mendapatkan status
BLUD, harus memenuhi 3
persayaratan yakni subtantif,
teknis dan administratif.
Sedangkan penetap persertujuan
penerapan BLUD melalui SK Kepala
Daerah berdasarkan hasil penilaian
dari tim penilai, dapat berupa
pemberian status BLUD penuh atau
BLUD bertahap”.
Secara langkap Kepala Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur Drs.
Bambang Setiawan dengan
pointers sebagai berikut :

1. Peran BPKP Sebagai Auditor
Internal Presiden, selalu
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permasalahan dan tindakan yang
dapat merugikan Pemkab Malinau.

DISKUSI PANEL
PENERAPAN PPK-
BLUD MENUJU
PROFESIONALISME
RSUD

memberikan informasi yang
berguna untuk pengambilan
kebijakan. Hal ini berkaitan
dengan system yang telah
dibangun oleh BPKP vyang
disebut dengan  “President
Accountability systems (PASs)”;
2. Peran BPKP Sebagai Auditor

Internal Presiden selalu
berupaya mendorong
tercapainya Program
Pemerintah yang
dilaksanakan oleh BUMN,
BUMD dan SKPD, baik
ditingkat pengambilan
kebijakan maupun
pelaksanaanya.

3. Upaya perbaikan

manajemen pada tingkatan
teknis dan kebijakan yang
lebih efektif, efisien dan
ekonomis merupakan suatu
keharusan dalam era
reformasi ini, akuntabilitas,
responsibilitas, transparansi
dan keadilan / fairness harus

menjadi landasan oleh
seluruh organisasi;

4. BPKP selalu berupaya
mengembangkan produk-
produk dalam upaya
pencapaian perbaikan
manajemen diatas, al:
SIMDA, SPIP, GCG,
Manajemen Risiko,

Manajemen BLUD dsb;

5. Upaya Perbaikan
manajemen tidak sekedar
pemenuhan dokumen formal
tetapi yang lebih penting
adalah penerapan atas
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dokumen tersebut, sehingga rumah sakit. Sedangkan manfaat

tujuan dari perbaikan yang dirasakan RSUD yang sudah
manajemen dapat nyata membentuk BLUD salah satunya
tercapai vyaitu peningkatan adalah pendapatan operasional
kinerja organisasi yang langsung bisa digunakan oleh
dapat dirasakan oleh RSUD”, demikian dikatakan oleh
stakeholder; Direktur Pengawasan BUMD BPKP,
Arzul Andaliza. Dalam kesempatan
Keterlibatan BPKP dalam yang sama Sekkab Berau Ibnu
pembentukan BLUD tersebut, Sina Asyari mengharapkan, agar
terkait dengan sistem  pada seluruh peserta mengikuti acara ini
pengelolaan administrasi dengan cermat sebagai upaya
keuangan, sehingga tidak terjadi untuk  mendukung Pemerintah
penyalahgunaan keuangan rumah Daerah dalam mewujudkan
sakit yang bertentangan dengan pelayanan publik yang semakin
aturan hukum. baik, efektif dan efisien.
Beliau juga menyatakan bahwa di Hal ini ditekankan oleh beliau,
wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengingat selama ini RSUD
disamping dua RSUD Provinsi, baru menghadapi  berbagai masalah
Kabupaten Berau yang menyangkut birokrasi yang kaku
mengajukan pembentkan BLUD. sehingga berdampak pelayanan
“Ini merupakan sebuah prestasi kepada masyarakat. Beliau juga
bagi Pemkab Berau, yang berniat berharap, dengan rencana
penuh untuk meningkatkan pembentukan BLUD ini, RSUD
pelayanan kepada masyarakat”. Abdul Rivai bisa menunjukkan
“Manfaat yang dirasakan pelayanan terbaiknya kepada
masyarakat apabila RSUD Abdul masyarakat.
Rivai sudah menerapkan BLUD
adalah maksimalnya pelayanan (Humas - Rizal Pahlawi)

publik yang menggunakan faslitas

YANG NGURUSIN MASALAH KEUANGAN

Fredina Setiawan & Elfian DP. LilaAsh Mudlim RM Hartati

YANG NGURUSIN masalah : Listrik, Air, Inventaris Kantor, Kendaraan, Rumah Dinas,
Protokoler, Jemput tamu, pengiriman dokumen, dil.

M. Sain Hairuddin M. Taufan M. Fadli Sawi
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KUNJUNGAN KERJA WALIKOTA DAN SEKDA SAMARINDA
SERTA WAKIL BUPATI KUTIM KE BPKP KALTIM

Suatu kehormatan bagi

BPKP, hari selasa siang
tanggal 2 Pebruari 2010
Walikota dan Sekretaris
Daerah Pemkot
Samarinda berkunjung ke

Perwakilan BPKP
Kaltim dalam rangka
konsultasi adanya
permasal ahan

kerjasama investasi

Pemkot Samarinda dengan
pihak ketiga yang selama
ini dianggap bermasalah
karena adanya wanprestasi
oleh mitra kerja Pemkot
Samarinda.

Pertemuan
tersebut juga
didampingi oleh
Direktur PDAM
Samarinda,
karena
perjanjian

I nvestasi
tersebut terkait
juga dengan

pengelolaan air

minum di kota Samarinda
yang dikelola PDAM.
Kunjungan Walikota
Samarinda ke Perwakilan
BPKP Kaltim tersebut
menambah jumlah
pejabat negara / kepala
daerah yang 1,5 tahun
Edis 111/02/2010

terakhir hadir di markas

BPKP Kaltim menjadi yang
ke sebelas

Pada hari yang sama, pagi
harinya Wakil Bupati Kutai

Timur beserta staf juga
berkunjung ke
Perwakilan BPKP
Kaltim dalam rangka
konsultasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah. Kunjungan
tersebut merupakan tindak
lanjut dari adanya

penilaian anggota BPKRI

sehari  sebelumnya di
Balikpapan kepada
Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur yang
menyatakan LKPD
Pemkab Kutim parah

karena 3 tahun berturut-
turut selalu diberikan opini
disclaimer oleh BPK RI.

Untuk mengatasi hal
tersebut anggota BPKRI
menyarankan agar Pemkab
Kutim meminta bantuan
dan bekerjasama dengan
Perwakilan BPKP
Kaltim. Wakil Bupati
Kutim memohon kepada
Perwakilan BPKP Kaltim

untuk dapat kembali
menjalin kerjasama
mendorong upaya
menertibkan

pengelolaan keuangan
daerah di Pemkab
Kutim. Kerjasama
antara BPKP dengan

Pemkab Kutim memang
pernah terjalin, namun
karena adanya satu dan
lain hal alasan teknis
kebijakan pengelolaan
keuangan daerah, maka
Perwakilan BPKP Kaltim
melalui surat resmi telah

menarik diri dari
kerjasama yang telah
disepakati sebelumnya.
Menanggapi  permohonan
tersebut pada prinsipnya
Perwakilan BPKP
Kaltim siap
membantu dan
bekerjasama dengan
syarat perlu
dibangun adanya
komitment yang
utuh dari pimpinan
daerah beserta
seluruh jajaran
aparatur Pemkab
Kutim agar upaya
BPKP mendorong

terwujudnya tata kelola
kepemerintahan yang balk
(good governance) dapat
diimplementasikan.
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ORIENTASI TUGAS ANGGOTA BARU
DPR RI, DPD RI DAPIL KALTIM DAN
ANGGOTA BARU DPRD KALTIM

Memenuhi  permintaan  Gubernur
Kalimantan Timur, dengan
mengambil tempat di Hotel Le
Grandeur Balikpapan Kepala

Perwakilan BPKP Kaltim telah
memberikan pembekalan kepada
sekitar 67 orang para anggota baru
DPR RI dan DPD RI yang berasal dari
daerah pemilihan Kaltim serta anggota
baru DPRD Provinsi Kaltim.
Orientasi tugas lebih ditekankan
untuk memaparkan dan
mendiskusikan berbagai topik
penyelenggaraan pemerintahan
dengan narasumber dari berbagai
departemen / lembaga, termasuk
diantaranya dari BPKP. Khusus
narasumber dari BPKP  yang
diwakili oleh Kepala Perwakilan
BPKP Kaltim, topik bahasan lebih
ditekankan kepada paparan bagaimana
upaya pencegahan tindak pidana
korupsi dikaitkan dengan adanya
permasal ahan korupsi yang
menyangkut para anggota dewan,
khususnya di Kalimantan Timur.

Diawali dengan paparan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim
memperkenalkan posisi dan peran
BPKP, dilanjutkan dengan paparan
tentang upaya pencegahan tindak
pidana korupsi dengan menggunakan
modul  sosialisasi pemberantasan
TPK bagi anggota dewan dengan
contoh-contoh kasus, menjadikan para
peserta  sangat tertarik dan
antusias. Jadual acara untuk
BPKP yang direncanakan semula
hanya 1,5 jam pada akhirnya

Edisi 111/02/2010

berkembang menjadi 3 jam, itupun
sebenarnya masih perlu berlanjut
karena masih adanya pertanyaan yang
perlu didiskusikan. Para anggota
dewan sangat tertarik untuk
mendiskusikan tentang mengapa suatu
kebijaksanaan yang notabene
menyimpang dari kebijakan yang
ada tidak boleh dan dinilai sebagai
berindikasi korupsi. Pada dasarnya

pertanyaan dan diskusi
mengarah kepada materi
substansi yang tidak

membedakan antara pengelolaan
keuangan badan usaha dengan
pengelolaan keuangan aparat birokrasi.
.Melalui pendekatan philosofy
pengelolaan keuangan negara dan
daerah yang mengemban misi
pelayanan kepada masyarakat dan
tidak dalam posisi mencari keuntungan,
maka paparan dan penjelasan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim dapat
dipahami dan diterima sebagai suatu
kenyataan yang harus dipatuhi.

Paparan BPKP cukup memberikan
pencegahan, untuk itu diakhir
paparannya Kepala Perwakilan BPKP
Kaltim membuka diri untuk dapat
bekerjasama dengan anggota dewan
dalam lingkup peraturan perundangan
yang berlaku. Tawaran tersebut
disambut baik oleh para anggota
dewan, dan kedepan khususnya
DPRD Kaltim ingin bekerjasama dengan
Perwakilan BPKP Kaltim.
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SPIP DI PENGADILAN TINGGI AGAMA
SAMARINDA DAN KANWIL
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM PROV

KALTIM

Bertempat di Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah dilakukan
Sosialisasi SPIP yang dilakukan oleh Satgas SPIP Provinsi Kalimantan Timur yang diawali
dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provins Kalimantan Timur, Bambang

Setiawan.

Dalam pemaparannya Kepala Perwakilan mengumpamakan BPKP seperti dokter manajemen,
SPIP itu sebagai jendela atau pintu. Apabila ada pintu yang tiba-tiba rusak maka SPIP itulah
sofware yang memberi sinyal tentang terjadinya ketidakberesan atau telah terjadi sesuatu.

Orang hidup perlu darah yang terus
mengalir, jika darah berhenti mengalir
artinya orang tadi sudah tidak hidup lagi.
Tubuh  memerlukan  jantung  yang
memompa darah keseluruh tubuh. Jika

Apabila aliran keuangan tidak lancar maka
sudah bisa dipastikan bahwa kegiatan
organisas tersebut akan terhenti. “Untuk
mengetahui manfaat laporan keuangan
tidek harus mengetahui seluk  beluk
keuangan, tapi memahami sgja aturan-
aturan yang berlaku maka akan
terselamatlah organisas tersebut”,
demikian disampaikan Kepala Perwakilan
ketika menanggapi pertanyaan salah satu
peserta

Kegiatan yang sama juga dilakukan Kepala
Perwakilan BPKP Provins Kalimantan
Timur di Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM Provins Kalimantan
Timur pada tanggal 17 Desember 2009.
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jantungnya rusak maka darahpun akan
berhenti dan kehidupanpun akan berhenti.
Demikian pula dengan  organisasi.
Jantungnya organisasi adalah  Biro
Keuangan dan darahnya adalah Uang.

Dalam  paparannya  beliau  sekilas
menjelaskan mengenai proses lahirnya PP
60 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui
Pengelolaan Keuangan

Negara s/d tahun 2003 masih menggunakan
Undang-Undang warisan kolonial Belanda

Karena tidak bisa mengikut perkembangan
jaman, maka Keppres menjadi dominan
sebagai acuan pelaksanan pengelolaan
keuangan Negara. Daam
perkembangannya Pemerintah telah mampu
menyusun  Undang-Undang  Tentang
Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003.
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
ini ini ditanda dengan terbitnya tiga
Undang-Undang, yang pertama UU No.
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17/2003 tentang Keuangan Negara, yang
keduw UU No. 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-
Undang No. 15/2004 tentang pemeriksaan
dan tanggung jawab pengeloaan keuangan
negara. Dengan adanya Kketiga paket
undang-undang reformasi  keuangan ini,
maka kedepan tidak ada lagi perbedaan
sistem pengelolaan keuangan negara, baik
pusat maupundaerah. Yang lebih mendasar
lagi dengan adanya reformasi undang-
undang ini sistem pengelolaan keuangan
negara menjadi berubah total menjadi 360
dergjat, artinya ibarat suatu bangunan,
kalau bangunan itu sudah berdiri, maka
dengan adanya undang-undang keuangan
negara, maka bangunan itu dirobohkan,
dibangun pondasi baru. Yang tadinya
bangunan dibangun sgjak jaman Belanda
masih berdiri tapi sudah rapuh disana sini,
maka bangunan ini dibongkar total,
pondasinya dibongkar, diganti pondasi baru
untuk bangunan yang kedepan

akan kita tempati. Kondisinya

tentu sgia yang mengharuskan

kita untuk segera merubah

mindset kita. Merubah komitmen

kita, bahwa kedepan kita harus

lebih baik.

Perubahan mendasar ini bisa kita
lihat bahwa sebelumnya
berdasarkan ICW (jaman
belanda) kita hanya mewajibkan
membuat Perhitungan anggaran

negara Dengan  bergulirnya
reformasi  keuangan negara,
dituntut  tidak  sekedar  melakukan

perhitungan anggaran negara, tapi dituntut
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik atau good governance (transparan,
akuntabel, partisipatif, dsb).

Sebagai perwujudan dari  komitmen
pengelolaan keuangan inilah maka setiap
instansi diwajibkan untuk membuat laporan
keuangan baik pemerintah pusat maupun
daerah, dimana didalam laporan keuangan
ini wajib mengimplementasikan pilar-pilar
daripada tata kelola pemerintahan yang
baik atau good governance. Laporan
keuangan harus mencerminkan tertib
admingitrasi, harus mencerminkan
akuntabilitas, harus
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mempertangunggugatkan  kewajibannya,
harus bisa menunjukkan bahwa pilar-pilar
good governace  sudah  terpenuhi.

Disis lain setelah enam tahun berjalan
ternyata banyak mindset di jgaran
pemerintah baik pusat maupun daerah yang
belum bisa segera berubah mindsetnya
serta masih banyak yang belum mempunyai
komitmen untuk berubah. Padahal ada
pepatah mengatakan bahwa perubahan itu
mutlak diperlukan. Untuk membangun
komitmen maka diperlukan mindset bahwa
kedepan harus lebih baik untuk melayani
masyarakat.

Kepala Perwakilan juga mengatakan bahwa
didalam penyusunan laporan keuangan
tentunya ada aturan yang harus dipenuhi,
dan pada akhirnya laporan keuangan harus
diaudit oleh BPK.
Hasil audit BPK dalam banyak hal masih

menunj ukkan kondisi yang
memprihatinkan.

Salah satu faktor penyebab Laporan diberi
opini BPK disclamer adalah karena
lemahnya SPIP. Oleh karena itulah didalam
UU 1/2004 ttg perbendaharaan keuangan
pasal 58 dikatakan bahwa Pemerintah wajib
menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah. Jabaran daripada pasal
58 UU 1/2004 adalah telah dilahirkannya
PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. SPIP ini
merupakan suatu sistem yang dulu dikenal
dengan waskat yang menekankan hard
control Sedangkan SPIP lebih menekankan
soft  control dan  hard  control.
Contoh kecil dari SPIP bahwa setiap kita
bekerja kita harus membangun integritas
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diri, termasuk mengidentifikasi resiko yang sehingga target 2012 seluruh Instans

akan terjadi apabila melakukan Pemerintah memperolah opini Wajar Tanpa
pengambilan keputusan. Pengecualian (WTP) dapat terwujud.
BPKP sebagai “dokter manajemen” siap Humas — Lutfi Budiarto

membantu dan mempersiapkan tenaga-
tenaga yang nantinya akan mengelola
keuangannya di Instanss masing-masing

KUNJUNGAN KERJA DEPUTI KEPALA BPKP
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN , BAPAK DR. BINSAR H
SIMANJUNTAK, AK,MBA DI PERWAKILAN BPKP
KALTIM

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian , Bapak DR. Binsar H Simanjuntak, Ak,MBA melakukan kunjungan
kerja di Perwakilan BPKP Kaltim. Kunjungan kerja tersebut diawali dengan
menghadiri acara pembukaan Diklat SPIP bagi aparat Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur di Balikpapan, selanjutnya Bapak Deputi dan rombongan
berkunjung ke Polda Kalimantan Timur melakukan pertemuan dengan Kapolda
Kaltim Irjend Pol Matheus Salempang.
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Pada kesempatan ini Kapolda Kaltim
meminta bantuan dan kerjasama dari
BPKP dan dibahas mengenai rencana
kegiatan Sosialisasi kepada jajaran
Polda Kaltim. Materi sosialisasi yang
akan diberikan vyaitu Sosialisasi SPIP,
Sosialisasi PNBP, Sosialisasi
Pemanfaatan BMN, Sosialisasi Reviu

Laporan Keuangan dan Sosialisasi
SAKIP.

Pada hari itu juga Bapak Deputi dan
rombongan langsung menuju
Samarinda dan berkesempatan
memberikan pengarahan kepada
seluruh  pegawai Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur. Dalam
pengarahannya Bapak Deputi

menekankan agar seluruh jajaran warga
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur untuk selalu meningkatkan
kecermatan,profesionalisme, inovasi,
networking dan pelayanan kepada
stakeholders sesuai dengan amanah
yang diemban oleh BPKP, dengan
adanya hal-hal itulah BPKP selalu dapat
eksis.

Keesokan harinya Deputi Kepala BPKP
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian , Bapak DR.

Binsar H Simanjuntak, Ak,MBA
berkesempatan menghadiri Rapat
Koordinasi  Optimalisasi Penerimaan

Negara (OPN) di Kantor Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur. Rapat yang
seyogjanya akan dihadiri dan dibuka
oleh  Gubernur Kalimantan Timur
tersebut dibuka oleh  Sekretaris

YANG NGURUSIN ARSIP

Basiran
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Provinsi Kalimantan Timur mewakili
Gubernur berhubung Gubernur dan
Wakil Gubernur pada saat itu juga
harus menghadiri acara pertemuan
dengan para gubernur di
Balikpapan. Rapat koordinasi OPN
tersebut dihadiri oleh Direktur
Pembinaan Program  Direktorat
Jenderal Mineral, Batubara dan
Panas Bumi Departemen ESDM,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, Kepala
Dinas Pertambangan Provinsi
Kalimantan Timur, Seluruh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dan
Kepala Dinas Pertambangan di
wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya Bapak Deputi dan
rombongan sebelum meninggalkan
Samarinda menuju Balikpapan,
berkesempatan meninjau lokasi
perusahaan kuasa pertambangan
batubara vyaitu PT Bukit Baiduri
Energi yang lokasinya tidak terlalu
jauh dari kota Samarinda. Bapak
Deputi sangat antusias
mendengarkan penjelasan dari GM
PT Bukit Baiduri Energi tentang
proses produksi batubara mulai
dari pengambilan material di
lokasi, pemrosesan sampai dengan
batubara siap untuk
dikirim/diangkut. Selesai meninjau
lokasi kuasa pertambangan
batubara, Bapak Deputi dan
rombongan langsung menuju
Balikpapan untuk kembali ke
Jakarta (hbs 09)

Pelayanan Prima --------------==-emnu--

Darto Wiyono Karmin
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PEMUTAKHIRAN DATA HASIL

PENGAWASAN DI
WILAYAH UTARA

Bertempat di ruang pertemuan Kantor

Inspektorat Kota  Tarakan telah

dilaksanakan pemutakhiran data untuk 4

Pemerintah Daerah, yaitu Kota Tarakan,

Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan

Kabupaten Malinau. Dalam sambutannya

Kepala Inspektorat Kota  Tarakan

menyampaikan beberapa hal penting

diantaranya beliau  menyatakan bahwa
mulai tahun 2010 persoalan tindak lanjut
hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan
intern maupun ekstern (BPK, BPKP,
maupun Inspektorat) jika sudah menjadi
temuan maka SKPD wajib
menindaklanjutinya. Sementara Kepala

Perwakilan BPKP Provins Kalimantan

Timur Bambang Setiawan mengawali kata

sambutannya menyatakan bahwa tidak ada

artinya pengawasan tanpa tindak lanjut dan
peran pengawasan merupakan bagian dari
kegiatan SKPD. Point penting yang
disampaikan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur Bambang

Setiawan dalam pertemuan tersebut antara

lain:

1. Aparat Pengawasan sebagai bagian dari
manajemen pemerintahan yang
mempunyai fungsi controling
mempunyai  kewajiban mengamankan
dan mengawa kebijakan masing-
masing pimpinan agar supaya didalam
pelaksanannya bisa berdaya guna dan
berhasi| guna secara efektif.

2. Salah satu fungs dari aparat pengawasan
antara lain bisa mencegah terjadinya
penyimpangan yang mungkin terjadi
yang disebabkan oleh kekhilafan aparat
dalam melaksanakan tugas.

Untuk itulah Aparat Pengawasan sebagai

mitra SKPD, mempunyai kewagjiban

mengingatkan apabila terdapat sesuatu hal
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yang tidak sesuai ketentuan sehingga
kehadiran BPKP maupun Inspektorat
janganlah disalahartikan sebagai mencari-
cari kesalahan, tujuan kedatangan aparat
pengawasan adalah mulia, yaitu
mengidentifikasi  setiagp  permasalahan
secara dini sehingga hasil identifikasi itu
bisa diinformasikan kepada Kepala SKPD
untuk segera ditindaklanjuti.Dan kalau itu
sudah dilakukan, maka diharapkan
masalahnya bisa selesai. Jika tidak
diidentifikass secara dini dan dibiarkan
tidak ditindaklanjuti bisa jadi ada aparat
lain yang akan menindaklanjuti. Lebih
lanjut Bambang Setiawan menegaskan
bahwa Rekomendasi sebagai resep hasil
pengawasan agar secepat  mungkin
ditindaklanjuti agar organisasi menjadi
sehat dan tidak berkembang menjadi
penyakit yang lebih parah.

Kepala Perwakilan berharap agar kepala
SKPD memahami peran aparat pengawasan
didalam  siklus fungsi  mangemen
pemerintah dan pemutakhiran data adalah
salah satu sarana untuk mengecek apakah
resep yang berupa rekomendas sudah
ditindaklanjuti atau belum.

Dalam kesempatan itu pula Kepaa
Perwakilan BPKP Provins Kalimantan
Timur mengharap agar peserta yang hadir
menyikapi perkembangan ini dengan bijak
agar kedepan aparat pemerintah bisa
bekerja dengan baik sesuai dengan
peraturan yang berlaku. (Lutfi Budiarto)
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KAPER BPKP KALTIM MEMBERIKAN
ARAHAN DIDEPAN APEL KOMANDAN
SATUAN KODAM VI/TANJUNGPURA

Melalui suratnya, Mayor Jendral TNI Tono
Suratman Panglima Kodam VI/Tanjungpura
telah meminta Kepala Perwakilan BPKP Prov
Kaltim untuk memberikan arahan kepada 84
orang staf pimpinan Kodam dan para
Komandan Satuan di lingkungan Kodam
VI/Tanjungpura, yang wilayah kerjanya
mencakup TNI-AD se wilayah Kalimantan.
Arahan Kaper BPKP didepan Apel Komandan
Satuan (rapat kerja) dihadiri oleh Pangdam,
Kasdam, para Asisten, Danrem 101/Ant
Kalsel, Danrem 102/Pjg Kalteng, Danrem
091/Asn Kaltim dan Danrem 121/ABW
Kalbar, Dan Brigif 19, para Danyon, para
Dandim, para Dan Detasemen serta para
Komandan/Kepala Satuan se Kalimantan,
serta LO dari unsur TNI-AU dan TNI-AL.
Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi
BPKP dapat memenuhi undangan Pangdam
VI/Tpr, yang meminta BPKP dapat memberi
pencerahan tentang pengelolaan keuangan
negara/daerah, khususnya pengelolaan dana
hibah didepan para perwira tinggi dan perwira
menengah yang menyandang bintang dan
melati dipundaknya. Dalam pembukaan
arahannya, Bambang Setiawan Kepala
Perwakilan BPKP Kaltim memperkenalkan
apa, siapa dan bagaimana kedudukan dan
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tugas pokok fungsi BPKP sekaligus
menjelaskan tentang perbedaan dan
persamaan tugas wewenang dan
tanggung jawab antara BPK-RI dengan
BPKP dan APIP lainnya termasuk
aparat pengawasan fungsional
dilingkungan Dephan  dan  TNI,
khususnya TNI-AD dan Inspektorat
Kodam VI/Tpr. Penjelasan ini perlu
mengingat masih ada sebagian anggota
masyarakat yang belum memahami
tentang posisi BPKP dan masih
menganggap BPKP sama dengan BPK-
RI dan belum memahami peran APIP.
Dalam perkenalan tersebut Kepala
Perwakilan BPKP menjelaskan tentang
peran preventif dan represif yang
diemban BPKP termasuk peran pre-
emptive.

Selanjutnya dikatakan oleh Kaper BPKP
Kaltim bahwa Kodam VI/Tpr sebagai
Komando Utama TNI-AD mempunyai
kedudukan yang sangat strategis,
karena mempunyai tanggungjawab
mengamankan  wilayah  perbatasan
NKRI yang sangat panjang dengan
negara tetangga Malaysia. Tugas berat
tersebut tentu saja memerlukan
dukungan semua pihak, termasuk
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang selama ini telah dan selalu
menunjang pembiayaan kepada instansi
vertikal termasuk Kodam VI/Tpr melalui
dana hibah. Beberapa waktu yang lalu,
BPKP telah diminta oleh Gubernur
Kaltim untuk dapat memberikan
masukan / saran dan pertimbangan
terkait dengan rencana Pemprov Kaltim
akan memberikan dana hibah
perngadaan pesawat Helikopter kepada
Kodam VI/Tpr dengan nilai ratusan
miliar rupiah. DK’09)
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BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR MELAKSANAKAN SOSIALISASI
MANAJEMEN ASET DAERAH KEPADA SELURUH
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pada tanggal 12 Oktober 2009 telah
dilaksanakan Rapat Koordinasi seluruh
Kepala SKPD dan Pengurus Barang Milik
Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta
dirangkaikan dengan Acara
Sosialisasi/Pencerahan Manajemen Aset
Daerah oleh Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur Kalimantan Timur dalam
sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh
Kepala Biro Perlengkapan Provinsi
Kalimantan Timur, Achmadi, menyatakan
bahwa pengelolaan barang milik daerah
sangat penting dan wajib menjadi
perhatian bagi seluruh pejabat di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, terutama dengan
adanya hasil audit BPK yang menyatakan
laporan keuangan Provinsi Kalimantan
Timur tidak wajar antara lain karena
lemahnya pengelolaan aset daerah
sehingga nilai aset yang tercantum di
neraca tidak wajar.

Pada kesempatan tersebut Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur, Bambang Setiawan, memberikan
materi manajemen aset daerah.  Kaper
BPKP Kalimantan Timur memaparkan
bahwa barang milk daerah/negara
merupakan komponen aset yang terbesar
dalam laporan keuangan pemerintah,
sehingga pengelolaan barang  milik
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daerah/negara mendapatkan perhatian
yang sangat penting dalam pengelolaan
keuangan negara secara keseluruhan.

Pengelolaan  aset daerah  meliputi
keseluruhan kegiatan perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan
dan penyaluran, penggunaan,
penatausahaan pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan,
pembinaan dan pengawasan, pembiayaan
dan tuntutan ganti rugi sehingga
diharapkan barang daerah dapat dikelola
secara efisien, efektif, ekonomis serta
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan, dimana ketentuan yang
berlaku saat ini yaitu PP No 6 tahun 2006
dan Permendagri No 17 tahun 2007.
Selanjutnya Kaper BPKP Kalilantan Timur
menyampaikan bahwa sebagian besar
Pemda belum dapat menginventarisasi
dan mengidentifikasi secara tepat barang
milik daerah yang ada di lingkungannya,
akibatnya, pemerintah daerah tidak
memiliki data yang relatif valid tentang
barang milik daerah dan pemerintah
daerah tidak dapat memanfaatkan barang
milik  daerah untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah serta tidak dapat
mengukur tingkat pelayanan yang dapat
diberikan dengan barang milik daerah yang
dimiliki. Dengan tidak adanya data yang
valid tentang barang milik daerah akan
berdampak pada laporan keuangan yang
ada menjadi tidak benar karena tidak
didukung dengan data asset yang tepat,
sehingga opini terhadap laporan keuangan
akan buruk yang pada gilirannya akan
sangat berdampak pada menurunnya
tingkat kepercayaan stakeholders
pemerintah daerah. (hbs 09)
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RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT

KOTA BALIKPAPAN

Pengawasan Internal merupakan quality
asssurance, yakni proses dan kegiatan yang
mejamin jalannya penyelenggaraan
pemerintahan agar sesuai dengan kebijakan
pimpinan, tidak menyimpang, dapat mencapali
target kinerja yang telah ditetapkan, dan sesuai
dengan aturan prundangan yang berlaku,"
demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang
Setiawan dalam sambutan pengarahan pada
acara Rapat Koordinasi Pengawasan dan
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut di Lingkungan
Kota Balikpapan pada tanggal 08 Oktober 2009
bertempat di Grand Mustika Balikpapan.
Selanjutnya ditegaskan bahwa kegiatan audit
hanya salah satu dari bentuk kegiatan
pengawasan internal, dan masih terdapat jenis
kegiatan pengawasan yang lainnya diantaranya
yaitu : riviu, evaluasi, monitoring, diklat
pengawasan dan pembimbingan dan konsultasi.
Denagn demikian kegiatan pengawasan internal
terintegrasi dalam suatu kegiatan pemerintahan
mulai dari perencanaan, selama proses
pelaksanaan dan setelah selesai pelaksanaan
kegiatan.

Disampaikan pula bahwa tugas-tugas yang
diemban aparat pengawasan internal semakin
berat. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran
di banyak pemerintahan Kab/Kota masih lemah,
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dan hal itu memerlukan pembimbingan dan
konsultasi dari aparat pengawasan internal.
BPKP sendiri telah berupaya mereposisi
perannya dan semaksimal mungkin melakukan
pendampingan dan konsultasi pada berbagai
Kab/Kota di Kalimantan Timur. Namun dengan
keterbatasan jumlah tenaga yang ada tentunya
dituntut peran yang lebih maksimal dari
Inspektorat Prov/Kab/Kota.

Acara Rapat Koordinasi Pengawasan dan
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Kota

Balikpapan tersebut dibuka oleh Wakil Walikota
Balikpapan serta dihadiri oleh jajaran
Inspektorat Kota Balikpapan dan sebagian
Kepala SKPD berserta utusan SKPD di
lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan.
Wakil Walikota dalam sambutannya menyambut
aik apa yang telah disampaikan oleh Kepala
Perwakilan ~ BPKP  Prov.  Kaltim dan
mengucapkan terima kasih atas bantuan
pendampingan dan pembinaan yang telah
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
terhadap jalannya pemerintahan di Kota
Balikpapan. Paca acara tersebut juga ikut
memberikan pemaparan salah seorang pejabat
dari Kementrian PAN, Didik Noordiatmoko.
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DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

OUTBOND DANMIND
SETTING DIKIAT
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan
Badan Diklat  Provinsi  Kalimantan  Timur
mengadakan OUTBOND bagi Peserta Diklat
Pengelolaan Keuangan Dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur. OUTBOND ini bertujuan
untuk membekali para peserta agar memperoleh
pengetahuan

Lokasi : Kebun Raya Samarinda

tentang hikmah dibalik penciptaan alam semesta.
Selain itu juga sebagai wahana refreshing bagi para
peserta yang sebelum mengikuti Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kegiatan ini mengambil tempat
di Kebun Raya Unmul Samarinda.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta Diklat dari Badan-
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badan dan Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur. Instruktur berasal dari BPKP Pusat (Biro

Kepegawaian) dengan materi — materi motivasi dan
juga permainan-permainan yang memberikan uraian
tentang bagaimana kita bersikap dan bertindak.
Kegiatan diawali dengan acara pembukaan oleh
Muslim Ridha Muthaher selaku panitia koordinator,

kemudian dilanjutkan dengan  pengkondisian
peserta. Setelah itu acara selanjutnya adalah
outbond bersama. Outbond ini juga ditinjau langsung
oleh Kepala Badan Dilklat Provinsi Kalimantan Timur
dengan memberikan dorongan dan semangat serta
motivasi para peserta outbond untuk mengikutinya.

Permainan-permainan dalam outbond tersebut
menuntut kesabaran, kebersamaan, dan ketelitian.
Selain itu, peserta juga dituntut untuk melatih kerja
sama, kreativitas, dan semangat yang tinggi dengan
tidak merusak lingkungan disekitar kita. Dalam
permainan outbond, seluruh peserta mengikuti
dengan antusias dan bergembira dengan rasa
persaudaraan yang begitu akrab.

Setelah berakhirnya outbond instruktur
mengumpulkan peserta outbond melakukan evaluasi
dari awal sampai akhir acara outbond berlangsung
serta pembinaan apa yang telah diperoleh dalam
permainan outbond vyang telah dilaksanakan.
Pada malam harinya, rangkaian acara dilanjutkan
dengan acara Mind Setting. Inti dari uraian materi
pada kegiatan mind setting tersebut adalah untuk
menggugah dan menanamkan kepedulian dan
tanggung jawab terhadap pekerjaan dengan
semangat dan etos kerja yang baik. (Ibas'09)

Halaman 27



KEPALA PERWAKILAN BPKP KALTIM
SOSIALISASIKAN INPRES NO. 5 TAHUN
2004 TENTANG PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam rapat kerja Konsolidasi Perencanaan
Daerah  (KORENDA) BKKBN  Provinsi
Kalimantan Timur di Samarinda, Kepala
BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim Bambang
Setiawan diundang untuk memberikan
sosialisasi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala
BKKBN Provinsi Kalimantan Timur yang
diikuti oleh Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana seluruh
Kabupaten / Kota se- Kalimantan Timur.

Pada paparannya, Bambang Setiawan
menyatakan bahwa perencanaan daerah yang
baik dalam menyusun APBD harus dijadikan
landasan untuk mencegah penyelewengan dan
penyimpangan dalam pelaksanaan APBD
sebagai wujud dari implementasi Inpres No. 5
Tahun 2004 dalam pemberantasan korupsi.

Dalam acara tersebut , Bambang Setiawan
memaparkan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain:
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membantu Komisi Pemberantasan  Korupsi
dalam rangka penyelenggaraan pelaporan,
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di lingkungannya; Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS melakukan kajian
dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-
Procurement yang dapat dipergunakan bersama
oleh Instansi Pemerintah; Menteri Keuangan
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukali,
penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk
menghilangkan kebocoran dalam penerimaan
keuangan negara, serta mengkaji berbagai
peraturan perundangundangan yang berkaitan
dengan keuangan negara yang dapat membuka
peluang terjadinya praktek korupsi dan
sekaligus menyiapkan rancangan peraturan
perundangundangan penyempurnaannya;
Jaksa Agung Meningkatkan kejasama dengan
Kepolisian Negara RI, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi
Negara yang terkait dengan upaya penegakan
hukum dan pengembalian kerugian keuangan
negara akibat tindak pidana korupsi.

APBD yang disusun seharusnya dilandasi atas
perencanaan yang baikk dan  matang
dikarenakan pelaksanaan APBD nantinya untuk
membiayai perencanaan yang telah disusun.
Perencanaan tersebut melalui  Anggaran
Berbasis Kinerja (ABK) vyaitu setiap kegiatan
yang akan dilaksanakan ditetapkan dahulu
target kinerja yang akan dicapai. Agar tercapai
perencanaan yang baik harus didukung dengan
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penerapan SPIP di lingkungan pemerintah
daerah yaitu dengan implementasi PP nomor 60
tahun 2008 tentang SPIP melalui implementasi
setiap komponen SPIP di lingkungan
pemerintah daerah. Kecenderungan yang
berlaku selama ini dalam menyusun APBD
adalah untuk memperoleh anggaran yang
sebesar-besarnya tanpa dilandasi perencanaan
yang matang. Sehingga setelah APBD
ditetapkan, pihak pengguna anggaran belum
siap melaksanakan anggaran yang telah
disediakan. Hal tersebut dapat mengaikbatkan
realisasi penyerapan anggaran rendah dan
memicu terjadinya penyimpangan misalnya :
pengadaan barang jasa dengan penunjukkan
langsung yang seharusnya dapat dengan
pelelangan umum dikarenakan sempitnya waktu
pelaksanaan.

Pada kesempatan tersebut, Bambang Setiawan
juga memberikan pengarahan tentang peran

dan posisi BPKP terutama dalam strategi
preventif, represif, dan pre emptive, serta
membuka kesempatan untuk  melakukan
kerjasama yang lebih intens dalam asistensi
manajemen  keuangan,  konsultasi  dan
bimbingan teknis, implementasi PP nomor 60
tahun 2008 tentang SPIP, dan penyusunan
laporan keuangan .(REQ'09)

Pembukaan Diklat Pembentukan Auitor Ahli
Bagi Calon PFA di lingkungan Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur

Bertempat di Kantor Perwakilan BPKP
Proving Katim dilakukan pembukaan Diklat
Pembentukan Auitor Ahli Bagi Calon PFA di
lingkungan Ingpektorat Provinsi/
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Kabupaten/Kota di Wilayah Prov. Kaimantan
Timur. Pembukaan dilakukan oleh Asiten
Administras Umum Sekretaris Daerah Provins
KalimantanTimur Drs. Ibnu Nirwani, M.Si,
Kepala Pusdiklatwas BPKP Drs. Agus
Witjaksono, Kepaa Perwakilan BPKP Provins
Kaimantan Timur Drs. Bambang Setiawan,
MM dan Plh Inspektur Provins Kalimantan
Timur serta para undangan lainnya. Diklat
diikuti oleh 32 peserta dari Inspektorat
Provins/Kabupaten/Kota di  Wilayah Prov.
Kalimantan Timur dan dilaksanakan selama 19
hari dari tanggad 23 November <d 16
Desember 2009.

Dalam sambutan pembukaan  Asiten
Administras Umum Sekretaris Daerah Provins
KaimantanTimur peran pentingnya Auditor
ddam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah,
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jika Gubernur mempunyai Auditor yang kuat
maka akan dapat memberikan masukan ke pada
Gubernur tentang pelaksaanaan kegiatan dan
pada akhirnya memudahkan pencapaian misi
Pemerintah Daerah. Senada dengan hal tersebut
Kepaa Pusdiklatwas BPKP Drs. Agus
Witjaksono mengemukakan bahwa dengan
perubahan paradigma dadam tata kelola
kepemerintahan kegiatan pengawasan tidak
berdiri sendiri tetapi memerlukan sinergi
dengan proses mangemen lainnya seperti
Planning, Organizing, dan Actuating, sehingga
kegiatan pengawasan dapat dilakukan mulai
perencanaan sampa dengan selesainya suatu
kegiatan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Prov.
Kaltim Drs. Bambang Setiawan, MM daam
sambutannya menekankan tugas auditor yaitu
memberikan  Quality Assurance terhadap
pelaksanaan kegiatan. Disamping memberikan
Quality Assurance, Auditor dapat memberikan
Consulting terhadap pelaksanaan kegiatan yang
pada akhirnya diharapkan dapat membantu
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
programnya dalam memajukan daerah. Pada
akhir sambutannya Kepaa Perwakilan BPKP
mengharapkan agar para peserta dapat tekun
mengikuti pembelgaran dan diharapkan semua
dapat lulus sebagai Auditor dan dapat
mengimplementasikan ilmu yang diperoleh
selama diklat di masing-maing Inspektorat di
tempat kerjamasing-masing. (FH -241109)
e

Kuliah/Pembekalan serta
Orasi llmiah Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur Pada
Peserta Diklat Pim 1l
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Angkatan IV di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.

Bertempat di aula I Gedung BPKP
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
telah diadakan kuliah Sesi Pimpinan pada
Diklat Pimpinan Ill Angkatan IV di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dengan materi Tata
Pemerintahan Yang Baik Dilihat Dari
Aspek Pengelolaan Keuangan. Bapak
Kepala  Perwakilan BPKP  Provinsi
Kalimantan Timur, Drs. H. Bambang
Setiawan, MM dalam orasi ilmiahnya
menekankan kepada seluruh peserta diklat
bahwa selaku calon pemimpin yang akan
datang, para peserta harus memiliki
wawasan dan pengetahuan yang luas
serta tanggap terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan, ketentuan peraturan
perundangan serta tata pemerintahan
terutama terkait dengan pengelolaan
keuangan Negara/daerah. Dalam orasi
ilmiah yang diberikan kepada peserta diklat
pimpinan Il selama hampir 3 jam tersebut
Bapak Bambang Setiawan juga
menjelaskan tentang kebijakan
pengawasan dan struktur pengawasan di
Indonesia  serta  prinsip-prinsip  good
gonernance yang meliputi Wawasan ke
Depan (Visionary), Keterbukaan &
Transparansi (Openness &Transparency),
Partisipasi  Masyarakat (Participation),
Tanggung Gugat (Accountability,
Supremasi Hukum (Rule of Law),
Demokrasi (Democracy), Profesionalisme
& Kompetensi (Profesionalism &
Competency), Daya Tanggap
(Responsiveness), Keefisienan &
Keefektifan (Efficiency & Effectiveness),
Desentralisasi (Decentralization),
Kemitraan dgn dunia usaha & Masy.
(Private Sector & Civil Society), Komitmen
pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment to Reduce Inequality),
Komitmen pada lingkungan  hidup
(Commitment to Environmental Protection),
Komitmen pada Pasar yang Fair
(Commitment to fair market,) dipandang
dari aspek pengelolaan keuangan yang
baik (hbs 09)
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Pelantikan Pejabat Struktural dan Pisah Sambut

Rabu 22 Juli 2009 . Sebelum kunjungan
Gubernur  Provinsi  Kalimantan ~ Timur
dilaksanakan, tepat pada pukul 8.00 Wita
dilaksanakan pelantikan pejabat Struktural
antara lain Bp. Karya Bakti sebagai pejabat baru
Kepala Bagian Tata Usaha menggantikan Bp.
Yono Andi Atmoko yang dimutasi ke Perwakilan
DIY. Sebelumnya Bp Karya Bhakti bertugas di
Inspektorat BPKP Pusat.
Bp. Zulhery sebagai pejabat baru Kepala
Bidang IPP menggantikan Bp. Binsar Sirait yang
dimutasi ke Perwakilan Sumatera Utara. Bp.
Zulheri sebelumnya bertugas di Perwakilan
Provinsi Riau.

Kemudian pada sore harinya setelah peresmian
mushola oleh Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur dilaksanakan acara dilanjutkan dengan
pelepasan pegawai JFA yang akan mutasi ke
perwakilan lain antara lain : Bp Somantri yang
akan bertugas di Perwakilan Jawa Barat dan Bp
Budi Santoso yang akan mengabdi di
Perwakilan Jawa Tengah. Sedangkan acara
penyambutan dilakukan untuk menyambut

kedatangan pegawai baru, antara lain Joko
Santoso, alvian fitriadi, Alfian Fauzi Putra.
<<LLLLLLL>

Halal Bi halal

Kegiatan halal bi hala tahun ini dipusatkan di
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur, tepatnya pada tanggal 05 Oktober 2009.

Dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Bambang
Setiawan dan para peabat struktural serta
seluruh Pegawai BPKP yang melibatkan seluruh

anggota keluarganya.

Meskipun banyak yang cuti acara halal bi halal
tetap meriah karena hadir juga peserta diklat

pengelolaan keuangan daerah.

Acara hala bi haa kali ini disuguhi dengan

acara siraman rohani yang dibawakan oleh ustadz H.M.Natsir Kadrie.
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RENUNGAN :

KEARIFAN EMAS
oleh : hery budi santoso

Seorang pemuda mendatangi Zun Nun, dan bertanya, “Guru, saya tidak mengerti
mengapa orang seperti Anda, mesti berpakaian apa adanya, amat sangat
sederhana, tidak pernah sombong memandang rendah orang lain dsbnya, padahal
Anda sangat pandai dan kaya raya. Bukankah di jaman seperti ini berpenampilan
sebaik-baiknya misalnya pakai dasi, bawa HP Blackberry, naik mobil Mercy,
mencela kelemahan orang lain di depan umum, merendahkan orang lain di depan
umum dsbnya amat perlu, bukan hanya untuk penampilan tapi juga untuk banyak
tujuan lain.

Sang sufi hanya tersenyum. la lalu melepaskan cincin dari salah satu jarinya, lalu
berkata, “Sobat muda, akan kujawab pertanyaannmu, tapi sebelumnya lakukanlah
satu hal untukku. Ambilah cincin ini dan bawalah ke pasar di seberang sana.
Bisakah kamu menjualnya seharga satu keping emas?”

Melihat cincin Zun Nun yang kotor dan kusam, pemuda tadi merasa ragu, “Satu
keping emas? Mustahil, saya tidak yakin cincin ini bisa dijual seharga itu.”

“Cobalah dulu, sobat muda. Siapa tahu kamu bisa berhasil”.

Pemuda itupun bergegas ke pasar. la menawarkan cincin itu kepada pedagang
sayur, penjual daging dan ikan, pedagang kain dan pedagang lainnya. Ternyata, tak
seorangpun yang berani membeli seharga satu keping emas. Mereka menawarnya
hanya satu keping perak. Tentu saja sang pemuda tidak berani menjualnya dengan
harga satu keping perak. Dia lalu kembali ke padepokan Zun Nun dan melapor,
“Guru, tak seorang pun yang berani menawar lebih dari satu keping perak”.

Zun Nun, sambil tetap tersenyum arif, berkata, “Sekarang pergilah kamu ke toko
emas di belakang jalan ini, coba perlihatkan kepada pemilik toko atau tukang emas
disana. Jangan buka harga, dengarkan saja bagaimana mereka memberikan
penilaian.”

Pemuda itupun bergegas pergi ke toko emas yang dimaksud. Beberapa waktu
kemudian, dia kembali ke Zun Nun dengan raut wajah yang lain. Kemudian dia
melapor, “Guru, ternyata para pedagang pasar yang tadi, tidak tahu nilai
sesungguhnya dari cincin ini. Pedagang emas barusan menawar cincin ini dengan
harga seribu keping emas.” Rupanya nilai cincin ini seribu kali lebih tinggi daripada
yang ditawar para pedagang di pasar.

Zun Nun tersenyum simpul sambil berujar lirih, “ltulah jawaban dari pertanyaanmu
tadi sobat muda. Seseorang tidak hanya dapat dinilai dari pakaiannya dan
penampilan luarnya atau mungkin saja dari cara bicaranya. “Hanya para pedagang
sayur, penjual ikan dan daging serta pedagang kain di pasar” yang menilai
demikian. Namun tidak bagi “pedagang emas.”

Emas dan permata yang ada dalam dari diri seseorang, hanya bisa dilihat dan dinilai
jika kita mampu melihat ke kedalaman jiwa. Diperlukan kearifan untuk
menjenguknya. Dan itu butuh proses, wahai sobat mudaku. Kita tidak dapat
menilai seseorang hanya dari tutur katanya, sikapnya, dan penampilannya
yang kita dengar dan lihat dengan sekilas. Seringkali yang disangka emas
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ternyata loyang, dan yang kita lihat sebagai loyang ternyata emas.” Sang pemuda
hanya terdiam dan baru tersadar dari kekeliruannya.

RENUNGAN :

Rekan-rekan Yth, Di jaman seperti ini seringkali kita melihat realita kehidupan
sekeliling kita, di depan mata kita, di tayangan TV dsbnya, atau bahkan pada diri kita
sendiri, apa2 yang kita lihat, kita dengar dan kita sangka loyang ternyata emas dan
sebaliknya yang ternyata kita sangka emas ternyata loyang. Semisal, ada pejabat
penegak hukum ternyata malah dihukum, ada wakil rakyat yang alim suka
bersedekah di daerahnya dsbnya ternyata tersandung kasus korupsi, ada alim
ulama yang jadi panutan masyarakat malah tersandung masalah yang
memalukan, atau sampai si Tukul Arwana di TV yang gayanya dari dulu sampai
sekarang tampak ndeso, kampungan, bicaranya ceplas ceplos kampungan,
nyrempet-nyrempet porno dsbnya ternyata dia seorang milyader dan taat beribadah,
dll, dlinya. Lalu bagaimana dengan diri kita, apakah kita ini loyang atau emas? Tentu
saja hanya mata hati kita dan mata Tuhanlah yang mampu menilainya. Dan semoga
kita semua adalah emas minimal di mata hati kita sendiri, dan di keluarga kita/orang-
orang terdekat dengan kita, sahabat2 kita dan tentu saja yang paling penting, di
mata Tuhan kita....Amin. (hbs 09)

YANG NGURUSI DATABASE DANIT

Dicky Julianto Lutfi Budiarto Syahrian

SEKRETARIAT HUMAS . . D D .

Dwi Atmoko, Basiran, Lutfi Budiarto, M. Sain, M. Taufan, Dicky J, Arief Nurcahyo, Y usriani
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Wujudkan kebersamaan bersama panti asuhan “Kurnia Samarinda’

Kegiatan buka bersama dengan panti asuhan "kurnia"
yang beralamat di JI. merdeka Samarinda sore kemarin
tanggal 16-09-2009 dilakukan dihalaman parkir kantor
Perwakilan BPKP Prov. Kaltim bisa dibilang sukses.
Acara yang diprakarsai oleh Kepala Perwakilan ini
disambut antusias oleh pengurus BAZIS.
Alhasil, alhamdulilah sampai dengan pukul 17.00
partisipasi pegawai untuk mendukung acara buka
bersama ini lumayan tinggi. Tak kalah penting adalah
dukungan dari Ibu-lbu Dharma Wanita yang turut hadir
beserta putra dan putrinya.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran
yang dilantunkan oleh putri dari Bapak Lukman Hakim
yang masih kelas 2 SD, Childa dilanjutkan dengan do'a
bersama dan menyantap hidangan buka yang telah
disediakan. Beberapa saat kemudian acara dilanjutkan
dengan pemberian santuan.

Suasana haru sempat menyelimuti suasana, pembawa
acara Sdr. Taufan sempat terhenti sejenak tak sanggup
untuk melanjutkan kata-kata manakala memandang
wajah putra-putri yang akan menerima santunan.
Namun suasana kembali normal kembali manakala
Bapak Bambang Setiawan (Kepala Perwakilan)

memberikan sambutan dan menyatakan bahwa saat ini beliaupun sudah
yatim piatu, dan pada saat kanak-kanakpun beliau sudah yatim.

Bapak Bambang Setiawan juga berharap agar Ibu asuh Panti yang diberi amanah oleh Allah Swt diberi
kesabaran dalam menjaga dan mendidik asuhannya, sementara untuk anak-anak diharapkan untuk
belajar yang rajin demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Semoga santunan yang diberikan ini
bhisa memberikan kecerahan untuk menyambut Hari nan Fitri dan merupakan wujud kebersamaan dari
seluruh karyawan dan karyawati BPKP Kaltim kepada sesama. (Elbe2009)
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Bersama dan berbagi

Disela-sela  kesibukannyaKepala Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Timur Bambang
Setiawan mengadakan rapat dadakan dengan
pengurus Mushola berkenaan dengan program
kerja bazis (badan amil zakat infag dan
sedekah) mushola Al-Amin. Dalam kesempatan
tersebut beliau mengharapkan agar bazis Al-
Amin segera menyusun rencana kerja jangka
pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam
pertemuan tersebut disepakati beberapa
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program yang memungkinkan untuk bisa
dilakukan antara lain mengkoordinir zakat
penghasilan, pemanfaatan mushola untuk
kegiatan TPA untuk penduduk sekitar
lingkungan kantor, serta mengkoordinir kembali
para pegawai Yyang hendak melakukan
pemotongan hewan Qurban untuk Idhul Adha
tahun-tahun mendatang dengan menyebarkan
formulir isian. Jumlah anak yatim yang akan
berbuka bersama menurut Muslim Muthaher
yang juga koordinator acara buka bersama
adalah sebanyak 37 orang. Acara buka

bersama ini nantinya akan dirangkai dengan
pemberian santunan kepada para anak yatim.
Jeda beberapa saat Kepala Perwakilan BPKP
Prov. Kaltim, Bambang Setiawan berkenan
berbagi kepada para tenaga honorer yang ada
di lingkungan Perwakilan BPKP Prov. Kaltim
berupa sembako. Tenaga honorer yang
menerima antara lain petugas cleaning service,
penjaga keamanan, petugas taman, dan para
sopir. Ini merupakan wujud kepedulian untuk
meningkatkan rasa kebersamaan. (Elbe2009)

PELAYANANPRIMAL PP -1

SEKRETARISKAPER DAN SEKRETARISKABAG TU

Darto Wiyono Suparno
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Yusriani & Perpustakaan
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Manfaat Menakjubkan Air Putih

> ARTIKEL

Penyusun: Ummu Salamah (www. muslimah.or.id/)

Kiriman : Lutfi Budiarto
Model : Darto Wiyono

Assalamua’alaikum Warohmatullahi

Wabarokatuh

Pada edisi ketiga ini disajikan
pentingnya mengkonsumsi air putih
setiap hari.

Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi
masalah takarannya saja yang mungkin
“belum” pas karena alasan2 tertentu,
misalnya saja “takut sering buang air
kecil, repot’ dan sebagainya kalau
terlalu banyak minum air.

Kalau begitu bagaimana prosesnya, air
putih yang sederhana bisa berubah
menjadi begitu berharga?

Sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari
air. Otak dan darah adalah dua organ
penting yang memiliki kadar air di atas
80%. Otak memiliki komponen air
sebanyak 90%, sementara darah
memiliki komponen air 95%.
Sedikitnya, secara normal kita butuh 2
liter sehari atau 8 gelas sehari. Bagi
perokok jumlah tersebut harus
ditambah setengahnya. Air tersebut
diperlukan untuk mengganti cairan
yang keluar dari tubuh lewat air seni,
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keringat, pernapasan, dan sekresi.
Para dokter juga menyarankan agar
mengonsumsi air putih 8-10 gelas
setiap hari agar metabolisme tubuh
berjalan baik dan normal.

Kurang Air, Bahaya Bagi Darah

Jika Ukhtiy mengkonsumsi k

urang dari 8 gelas, efeknya secara
keseluruhan memang tidak terasa. Tapi
sebagai konsekuensi, tubuh akan
menyeimbangkan diri dengan jalan
mengambil sumber dari komponen
tubuh sendiri. Di antaranya dari darah.
Kekurangan air bagi darah amat
berbahaya bagi tubuh. Sebab, darah
akan menjadi kental. Akibatnya,
perjalanan  darah  sebagai alat
transportasi  oksigen dan zat-zat
makanan pun bisa terganggu.

Darah yang kental tersebut juga akan
melewati ginjal yang berfungsi sebagai
filter atau alat untuk menyaring racun
dari darah. Ginjal memiliki saringan
yang sangat halus, sehingga jika harus
menyaring darah yang kental maka
ginjal harus kerja ekstra keras. Bukan
tidak mungkin ginjal akan rusak dan
bisa saja kelak akan mengalami cuci
darah atau dalam bahasa medis biasa
disebut hemodialisis.

Itu pengaruh kurang air terhadap kerja
darah dan ginjal. Lalu bagaimana
dengan otak? Perjalanan darah yang
kental tersebut juga akan terhambat
saat melewati otak. Padahal, sel-sel
otak paling boros mengonsumsi
makanan dan oksigen yang dibawa
oleh darah. Sehingga fungsi sel-sel
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otak tidak berjalan optimal dan bahkan
bisa cepat mati. Kondisi tersebut akan
semakin  memicu timbulnya stroke.
Karena itu jangan sampai kekurangan
air....!!

10 Manfaat Air Putih

1. Memperlancar sistem pencernaan

Mengkonsumsi air dalam jumlah cukup
setiap hari akan memperlancar sistem
pencernaan sehingga kita akan
terhindari dari masalah-masalah
pencernaan seperti maag ataupun
sembelit. Pembakaran kalori juga akan
berjalan efisien.

2. Air putih membantu
e EldElgleEll tumbuhnya  zat-zat
penyebab kanker, plus mencegah
penyakit batu ginjal dan hati. Minum air
putih akan membuat tubuh lebih
berenergi.

3. Perawatan kecantikan

Bila Ukhty kurang minum air putih,
tubuh akan menyerap kandungan air
dalam kulit sehingga kulit menjadi
kering dan berkerut. Selain itu, air putih
dapat melindungi kulit dari luar,
sekaligus melembabkan dan
menyehatkan kulit.

Untuk menjaga kecantikan pun,
kebersihan tubuh hares benar-benar
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diperhatikan, ditambah lagi minum air
putih 8 — 10 gelas sehari.

4. Untuk kesuburan

Meningkatkan produksi hormon
testosteron pada pria serta hormon
estrogen pada wanita.

Menurut basil penelitian dari sebuah
lembaga riset trombosis di London,
Inggris, jika seseorang selalu mandi
dengan air dingin maka peredaran
darahnya lancar dan tubuh terasa lebih
segar dan bugar. Mandi dengan air
dingin akan meningkatkan produksi sel
darah putih dalam tubuh serta
meningkatkan kemampuan seseorang
terhadap serangan virus. Bahkan,
mandi dengan air dingin di waktu pagi
dapat meningkatkan produksi hormon
testosteron pada pria serta hormon
estrogen pada wanita. Dengan begitu
kesuburan serta kegairahan seksual
pun akan meningkat. Selain itu jaringan
kulit membaik, kuku lebih sehat dan
kuat, tak mudah retak. Nah, buat yang
malas mandi pagi atau bahkan malas
mandi (astagfirulloh!) harus mulai
dirubah tuh kebiasaannya...

5. Menyehatkan jantung

Air  juga  diyakini dapat  ikut
menyembuhkan  penyakit  jantung,
rematik, kerusakan kulit, penyakit
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saluran papas, usus, dap penyakit
kewanitaan, dIl.

Bahkan saat ini cukup banyak
pengobatan altenatif yang
memanfaatkan kemanjuran air putih.

6. Sebagai obat stroke

Air panas tak hanya digunakan untuk
mengobati berbagai penyakit kulit, tapi
juga efektif untuk mengobati lumpuh,
seperti karena stroke. Sebab, air
tersebut dapat membantu memperkuat
kembali otot-otot dan ligamen serta
memperlancar sistem peredaran darah
dan sistem pernapasan. Efek panas
menyebabkan pelebaran pembuluh
darah, meningkatkan sirkulasi darah
dan oksigenisasi jaringan, sehingga
mencegah kekakuan otot,
menghilangkan rasa nyeri serta
menenangkan pikiran.

Kandungan ion-ion terutama khlor,
magnesium, hidrogen karbonat dan
sulfat dalam air panas, membantu
pelebaran pembuluh darah sehingga
meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu
pH airnya mampu mensterilkan kulit.

7. Efek relaksasi

Cobalah berdiri di bawah shower dan
rasakan efeknya di tubuh. Pancuran air
yang jatuh ke tubuh terasa seperti
pijatan dan mampu menghilangkan
rasa capek karena terasa seperti
dipijat. Sejumlah pakar pengobatan
alternatif mengatakan, bahwa
bersentuhan dengan air mancur,
berjalan-jalan di sekitar air terjun, atau
sungai dan taman dengan banyak
pancuran, akan memperoleh khasiat
ion-ion negatif. lon-ion negatif yang
timbul karena butiran-butiran air yang
berbenturan itu bisa meredakan rasa
sakit, menetralkan racun, memerangi
penyakit, serta membantu menyerap
dan memanfaatkan oksigen. lon negatif
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dalam aliran darah akan mempercepat
pengiriman oksigen ke dalam sel dan
jaringan.

Bukan itu saja jika mengalami
ketegangan otot dapat dilegakan
dengan mandi air hangat bersuhu
sekitar 37 derajat C. Selagi kaki terasa
pegal kita sering dianjurkan untuk
merendam kaki dengan air hangat
dicampur sedikit garam. Nah, jika
Ukhtiy punya shower di rumah cobalah
mandi dan nikmati hasilnya. Oh ya,
shower di rumah juga menghasilkan ion
negatif.

8. Menguruskan badan

Air putih juga bersifat menghilangkan
kotoran-kotoran dalam tubuh yang
akan lebih cepat keluar lewat urine.
Bagi yang ingin menguruskan badan
pun, minum air hangat sebelum makan
(sehingga merasa agak kenyang)
merupakan satu cara untuk
mengurangi jumlah makanan yang
masuk. Apalagi air tidak mengandung
kalori, gula, ataupun lemak. Namun
yang terbaik adalah minum air putih
pada suhu sedang, tidak terlalu panas,
dan tidak terlalu dingin. Mau kurus?,
minum air putih saja.

Halaman 38



9. Tubuh lebih bugar

Khasiat air tak hanya  untuk
membersihkan tubuh saja tapi juga
sebagai zat yang sangat diperlukan
tubuh. Ukhty mungkin lebih dapat
bertahan kekurangan makan beberapa
hari ketimbang kurang air. Sebab, air
merupakan bagian terbesar dalam
komposisi tubuh manusia.

Jumlah air yang menurun dalam tubuh,
fungsi organ-organ tubuh juga akan
menurun dan lebih mudah terganggu
oleh bakteri, virus, dll. Namun, tubuh
manusia mempunyai mekanisme dalam
mempertahankan keseimbangan
asupan air yang masuk dan yang
dikeluarkan. Rasa haus pada setiap
orang merupakan mekanisme normal
dalam mempertahankan asupan air
dalam tubuh. Air yang dibutuhkan
tubuh kira-kira 2-2,5 | (8 — 10 gelas) per
hari. Jumlah kebutuhan air ini sudah
termasuk asupan air dari makanan
(seperti dari kuah sup, soto, dll),
minuman seperti susu, teh, kopi, sirup
dll. Selain itu, asupan air juga diperoleh
dari hasil metabolisme makanan yang
dikonsumsi dan metabolisme jaringan
di dalam tubuh.

Nah, air juga dikeluarkan tubuh melalui
air seni dan keringat. Jumlah air yang
dikeluarkan tubuh melalui air seni
sekitar 1 liter per hari. Kalau jumlah
tinja yang dikeluarkan pada orang
sehat sekitar 50 - 400 g/hari,
kandungan aimya sekitar 60 — 90 %
bobot tinja atau sekitar 50 — 60 ml air
sehari.

Sedangkan, air yang terbuang melalui
keringat dan saluran napas dalam
sehari maksimum 1 liter, tergantung
suhu udara sekitar. Belum lagi faktor
pengeluaran air melalui pernapasan.
Seseorang yang mengalami demam,
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kandungan air dalam napasnya akan
meningkat. Sebaliknya, jumlah air yang
dihirup melalui napas berkurang akibat
rendahnya kelembapan udara
sekitamya.

Tubuh akan menurun kondisinya bila
kadar air menurun dan kita tidak segera
memenuhi  kebutuhan air  tubuh
tersebut. Kardiolog dari AS, Dr James
M. Rippe memberi saran untuk minum
air paling sedikit seliter lebih banyak
dari apa yang dibutuhkan rasa haus
kita. Pasalnya, kehilangan 4% cairan
saja akan mengakibatkan penurunan
kinerja kita sebanyak 22 %! Bisa
dimengerti bila kehilangan 7%, kita
akan mulai merasa lemah dan lesu.

Asal tahu saja, aktivitas makin banyak
maka makin banyak pula air yang
terkuras dari tubuh. Untuk itu, pakar
kesehatan mengingatkan agar jangan
hanya minum bila terasa haus
Kebiasaan banyak minum, apakah
sedang haus atau tidak, merupakan
kebiasaan sehat!

Jika kuliah di ruang ber-AC, dianjurkan
untuk minum lebih banyak karena
udara yang dingin dan tubuh cepat
mengalami dehidrasi. Banyak minum
juga akan membantu kulit tidak cepat
kering. Di ruang yang suhunya tidak
tetap pun dianjurkan untuk
membiasakan minum meski tidak
terasa haus untuk menyeimbangkan
suhu.

Subhannalloh ternyata banyak vya,
manfaatnya.

Seperti Motto salah satu minuman
prebiotik (tapi versi ini ada revisinya).
Berapa gelas air putih yang Anda
minum  hari  ini?  Saya minum
4/5/6/7/8/9/10. Jawabannya silahkan
tentukan sendiri.....

Selamat mencoba...
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@EBIEK RUANG IT BPKP KALTIM TN

Jumlah pegawai yang pas-pasan bukan menjadi halangan. Penanganan masalah I T secara mandiri
telah dilakukan di Perwakilan BPKP Kaltim. Hal ini dibuktikan dengan adanya Jabatan Fungsional
Pranata Komputer yang sgjak Akhir November 2006, setelah mengikuti pemusatan pendidikan dan
latihan di Pusiklat BPKP, Ciawi, Bogor dan saat ini nyaris seluruh perbaikan dilakukan di tempat
ini, kecuali untuk kerusakan berat maka akan dirujuk ke tempat service yang memiliki peralatan
lebih.

Adalah Lutfi Budiarto dan Syahrian yang berada dibawah koordinator Kasubbag Program dan
Pelaporan Dicky Julianto berbekal Obeng, Test Pen dan Pengalaman menangani kerusakan pada
Komputer di tempat ini berkesempatan untuk mempraktekkan ilmunya. Di ruang ini pula proses
pembuatan Buletin Etam yang sudah 2 kali terbit serta proses Editing Web BPKP Kaltim, Editing
Video dikerjakan.

Harapan kedepan adalah peralatan serta suku cadang yang memadai bisa tersedia sehingga proses
pelayanan kepada seluruh bidang dapat dimaksimalkan. (humas)

) )

S ) T

YANG NGURUSIN MASALAH KEPEGAWAIAN

Fajar Hudoyo Hardiansyah Hardiani
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YANG NGURUSI KEAMANAN DAN POLIKLINIK dan TAMAN

Mulyono Suwedi Iwan Santoso Supri
| AM A DRIVER CLEANING SERVICE
Joko S Nasir

Udi, Sandy, Tony, Susi, Sri

YANG PERNAH PRAKTEK KERJA LAPANGAN dari SMK 15 dan 16 Samarinda

Een, Lisma, Maya, Icha, Alvin, Dewi

Sebelumnya dari Pondok Pesantran Nabil Husein Samarinda

Puput, Rhiska, Mulda
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PURNA BHAKTI
Tanggal 01 Maret 2010
Kasubag Umum Bapak
Drs. M. Sain merayakan
ultahnya yang ke -56,
pemilik NIP 19540301
198003 1 001 TMT O01-
03-1980 juga memasuki
purna bhakti. Semoga
amal selama mengabdi di
BPKP mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahuwata ala. Dalam perjalanan karirnya
beliau adalah Staf Tata Usaha yang dipercaya menjadi Bendaharawan Rutin kemudian
dipromosikan menjadi Kasubag Umum di Perwakilan BPKP Prov. Katim lalu mutas ke
Perwakilan BPKP Prov. Kalsel dan selanjutnya kembali lagi ke Perwakilan BPKP Prov. Kaltim.
Sukses selalu dan Terima kasih atas kerjasamanya selamaini.

DHARMA WANITA GELAR WISATA ALAM
DAN BAHARI

Ketegangan spontan hilang manakaa mendengarkan nyanyian "baonku" yang dinyanyikan oleh putra salah
seorang pegawai yang tiba-tiba menjadi lagu 'LUPA-LUPA". Seolah kegjadian yang menegangkan yaitu
melewati jembatan gantung di kawasan bukit bangkirai yang tingginya lebih kurang 30 meter hilang begitu
sgja. Diawali dengan menikmati indahnya laut, menyaksikan riak-riak ombak serta jeritan anak-anak yang
asyik bermain pasir serta riuhnya teriakan anak-anak yang menaiki banana boat jum'at 26-02-2010 pagi di
lokasi wisata Lamaru Samboja Kutai Kartanegara rombongan wisata BPKP Kaltim yang digagas oleh 1bu-
Ibu Dharma Wanita berlanjut ke taman wisata bukit bangkirai Kutai Kartanegara.

Pantai Lamaru dan Bukit Bangkirai seolah jadi saksi betapa keberagaman bisa menjadi kokoh dan
menjadi sesuatu yang indah, seindah akar pohon yang saling mengikat di bukit bangkirai atau
deburan ombak di pantai Lamaru. Gagasan lbu-Ibu Dharma Wanita BPKP Prov. Kaltim patut
diacungi jempol, bagaimana tidak, pemilihan tempat yang tepat serta waktu yang pas setidaknya
40 peserta turut memeriahkan acara wisata ini. Sukses untuk Ibu-lbu Dharma Wanita BPKP
Kaltim. Tetap bersemangat.
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DETIK-DETIK PELEPASAN PAK YONO DAN BU YOAN SERTA DEKA I

Selamat Jalan Semoga
ditempat yang baru
bisa memberkan
nuansa baru dalam
mengabdikan diri untuk
membangun negeri.

DEKA Yono Andi

DEKA
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